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 Skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam 
Meningkatkan Potensi Agrifish di Sidoarjo Studi Kasus BRI Syariah KC Sidoarjo” 
ini merupakan penelitian yang membahas mengenai peran perbankan syariah (BRI 
Syariah) dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor pertanian di Sidoarjo. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenaifaktor yang 
menyebabkan rendahnya kontribusi dari bank Syariah di sektor Agrifish di 
Sidoarjo, dan strategi bank syariah untuk meningkatkan kontribusinya ke sektor 
agrifish di Sidoarjo. 
 Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data berupa wawancara informan dan dokumentasi, data-data yang telah 
terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan pola induktif. 
 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi 
rendahnya kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah beragam. 
Tapi yang menjadi permasalahan utamanya adalah karena resiko yang akan 
dihadapi oleh pihak perbankan ketika jatuh tempo pembayaran mengingat usaha 
di sektor agrifish yang sangat mengandalkan kondisi alam. Kemudian untuk 
menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukannya strategi-
strategi yang akan diterapkan di masa yang akan datang seperti dengan melakukan 
penyuluhan ke wilayah pelaku usaha agrifish, dan membuka lebih banyak kantor 
perwakilan di sekitar wilayah pelaku usaha agrifish. 
 Hasil akhir penelitian ini mengungkapkan saran agar pihak perbankan 
syariah lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan serta sosialisasi 
pendampingan yang akan meminimalisir resiko lapangan yang terjadi dan 
mengurangi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran 
pembiayaan tersebut. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat 
memperoleh data lebih akurat dan terbaru dari pihak perbankan yang diteliti serta 
lebih memahami bagaimana menganalisis strategi yang sesuai untuk digunakan 
dalam penelitian. 
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A. Latar Belakang 
 Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya 
alam yang sangat potensial disetiap sudutnya. Salah satu sumber daya alam 
yang dimiliki adalah kesuburan tanah, dan perairannya yang luas. Hal ini 
tentunya menjadi sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat lokal, 
sehingga menyebabkan sektor pertanian dan perikanan, memiliki peran yang 
sangat penting dalam perekonomian nusantara atau dalam proses 
pembangunan nasional. Sektor pertanian dan perikanan dalam arti luas yang 
dapat kita sebut dengan sektor agrifish ini memiliki peran stategis yang 
dibuktikan dengan kontribusi nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan 
pangan, bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja serta sumber devisa 
negara.  
 Pembangunan sektor agrifish diaharapkan menjadi titik terang 
bangsa indonesia di masa depan, dimana dari hasil sektor agrifish tersebut 
dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan. 
Meskipun sektor agrifish memiliki peran yang cukup penting, sektor tersebut 
tersebut nyatanya masih menghadapi banyak permasalahan, diantara 
permasalahan-permasalah itu salah satunya adalah keterbatasan modal dan 
pelaku usaha agrifish. Permasalahan mendasar bagi pelaku ekonomi di sektor 
agrifish adalah lemahnya permodalan baik pada kepemilikan pribadi maupun 
pada akses permodalan melalui lembaga keuangan perbankan. Permasalahan 
mengenai kepemilikan modal terjadi karena kecilnya skala usaha yang 
menyebabkan para pelaku dulit mengembangkan kemampuannya dalam 
mengakumulasi modal, sedangkan lemahnya akses pelaku ekonomi agrifish 
terhadapa lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan 


































persyaratan yang tidak sederhana yang dimiliki oleh para pelaku sektor 
agrifish.  
 Disisi lain dari pihak perbankan sebagai lembaga intermediasi 
kurang tertarik dalam menyalurkan dana pembiayaannya ke sektor agrifish. 
Pihak perbankan beranggapan sektor agrifish memiliki resiko yang cukup 
tinggi karena keberhasilan sektor tersebut sangat bergantung pada kondisi 
alam.  
 Industri perbankan merupakan salah satu instrumen yang 
membantu dalam menangani permodalan dan keuangan di masyarakat. Di 
Indonesia perbankan menjadi raksasa utama dalam yang mendominsasi 
indutri keuangan. Dalam sistem ekonomi modern, perbankan memiliki peran 
strategis dalam perekonomian suatu negara. Hal itu disebutkan dalam 
undang-undang Nomor 20 tahun 2008, “Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.  
 Di Indonesia perbankan dibagi menjadi dua bentuk yaitu 
perbnakan koncensional dan perbankan syariah. perbankan konvensional 
dalam pengaplikasian kegiatannya menggunakan sistem bunga Pada sistem 
ini perbankan konvensional menarik keuntungan usahanya dari kredit yang 
dimanfaatkan melaui tabungan nasabah kemudian dikreditkan kembali 
kepada nasabah dengan tambahan berupa bunga. Lain halnya dengan 
perbankan syariah yang menggunakan prisip syariah dari hukum Islam yaitu 
Al-qur’an dan Al-hadits sesuai dengan pasal 1 ayat 7 UU No. 20 tahun 2008, 
“bank  syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan 
bank pembiayaan rakyat syariah”. Pada perbankan syariah tidak mengenal 
sistem bunga dan kredit melainkan bagi hasil dan pembiayaan. Jika ditinjau 
dari sejarahnya perbankan konvensional telah lama berdiri sejak jaman 


































penjajahan sementara perbankan syariah baru beridiri pada era 90’an yang 
dipelopori oleh bank Muamalat Indonesia. 
 Sejarah kredit di indonesia telah berlangsung sejak masa 
penjajahan Belanda, yang dibuktikan dengan adanya  perintisan pelayanan 
kredit untuk petani dengan penirian Bank Desa dan Lumbung Desa. Kedua 
lembaga kredit tersebut termasuk dalam Bank Perkreditan Rakyat(BPR).1 
Perbankan sebagai lembaga intermediasi di era modern ini tentunya tidak 
lepas dari alokasi pembiayaan atau kredit dalam menopang ekonomi nasional 
berdasarkan beberpa sektor ekonomi. Salah satunya adalah penyaluran 
pembiayaan perbankan syariah pada sektor agrifish.  
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pada tahun 2014 menyatakan bahwa alokasi pembiayaan atau kredit  
pada sektor agrifish di bank konvensional memiliki kontribusi penyaluran 
dana yang lebih besar dibandingkan dengan bank syariah. hal tersebut sesuai 
dengan dengan data alokasi kredit bank umum berdasarkan sektor ekonomi 













                                                          
1 Soentoro, Supriyati, dan Erizal J. Sejarah Perkreditan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan. 
Dalam Perkembangan Perkreditan di Indonesia. Andin H. Taryoto, Abunawan M., Soentoro, dan 
Hermanto (eds.) Monograph Series No. 3. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. (1992) 



































Kredit Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi 
Tahun 2012-2014 (dalam persen) 
Sektor Ekonomi 
Tahun 
2012 2013 2014 
Pertanian, peternakan, kehutanan, 
(agrifish) 
7,8 12,7 13,4 
Pertambangan dan galian 5,5 5,9 5,9 
Industri pengolahan 23,4 21,1 20,9 
Listrik, Gas dan Air 3,1 4,4 4,3 
Konstruksi 5,0 5,5 5,9 
Perdagangan, hotel, restoran 26,2 30,7 29,6 
Pengankutan dan komunikasi 8,7 8,4 8,1 
Jasa dunia usaha 14,4 7,8 6,8 
Jasa sosial masyarakat 0,8 1,8 1,5 
Lain-lain 5,1 1,7 3,7 
Sumber: Indonesia Banking Statistic 2014 
 
 Tabel 1.1. diatas menunjukan alokasi kredit pada bank umum 
berdasarkan sektor ekonomi tahun 2012-2014, hasilnya alokasi kredit pada 
bank umum didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran pada 
interval tahun tersebut. Sektor agrifish mendapatkan alokasi yang cukup 
besar di bank umum. Hal ini ditunjukan pada tahun 2014 sektor agrifish 
memiliki alokasi kredit 13,4% dari total alokasi kreedit yang dikeluarkan 
oleh pihak bank umum di indonesia. Hal tersebut berbeda dengan pembiayaan 


































yang dilakukan oleh bank umum syariah, dapat kita lihat pada tabel 1.2. 
sebagai berikut. 
Tabel 1.2. 
Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi 
Tahun 2012-2014 (dalam persen) 
Sektor Ekonomi 
Tahun 
2012 2013 2014 
Pertanian, peternakan, kehutanan 1,9 1,7 2,8 
Pertambangan dan galian 1,4 1,6 2,3 
Industri pengolahan 3,4 3,3 6,7 
Listrik, Gas dan Air 2,1 2,5 2,8 
Konstruksi 4,8 4,4 5,9 
Perdagangan, hotel, restoran 8,6 7,8 12,2 
Pengankutan dan komunikasi 2,9 2,9 6,1 
Jasa dunia usaha 25,2 25,9 33,5 
Jasa sosial masyarakat 05,3 6,6 5,5 
Lain-lain 44,3 43,3 22,2 
Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014, Data Diolah 
 
 Pada tabel 1.2. menunjukkan hasil pembiayaan perbankan syariah 
berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2012-2014. Pada pembiayaan 
perbankan syariah alokasi yang disalurkan di sektor agrifish dinilai masih 
sangatlah rendah. Berdasarkan data yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pembiayaan sektor agrifish di interval waktu tersebut mendapatkan 
peringkat terbawah nomor tiga setelah sektor lain. Rendahnya alokasi 
pembiayaan bank syariah di sektor agrifish menjadi bukti bahwa alokasi 


































pembiayaan pada sektor agrifish masih menjadi kendala dengan adanya 
resiko pada bidang usaha di sektor agrifish. Hal tersebut dibuktikan pada 
tabel diatas yang mengungkapkan penyaluran pembiayaan perbankan syariah 
di sektor agrifish hanya 2,8% pada tahun 2014 dari seluruh total pembiayaa 
yang disalurkan oleh pebankan syariah. 
 Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan masih 
sangat berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke sektor pertanian karena 
menyangkut pertimbangan kepentingan bisnis. Seringkali argumen yang 
dikemukakan adalah bank merupakan sebuah korporasi bisnis, yang mana 
sebagai lembaga intermediasi keuangan bank harus mampu mengelola dana 
nasabah agar dapat memberikan keuntungan yang optimal. Kemudian yang 
menjadi konsekuensinya adalah sektor usaha yang memiliki ekspektasi profit 
besar dan resiko rendah akan dengan mudah mendapatkan prioritas 
penyaluran pembiayaan sedangkan yang memiliki profit yang rendah ataupun 
resiko yang tinggi akan mengalami kesulitan, sehingga perbankan dapat terus 
dipercaya masyarakat serta tetap eksis. 
 
Tabel 1.3 
Data Bank Umum Syariah Berdasarkan Indikator Tahun 2012-2014 
Indikator  
Tahun 
2012 2013 2014 
Non Performing Financing (%) 2,22 2,62 4,95 
Tenaga Kerja BUS (Miliyar Rupiah) 24.111 26.717 41.393 
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Miliyar 
Rupiah) 
8.846 11.560 12.905 
Jumlah Kantor BUS (Miliyar Rupiah) 1.745 1.998 2.151 
Biaya Promosi (Miliyar Rupiah) 372 370 300 
Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014, Data Diolah 



































 Dari tabel 1.3 yang diatas mengungkapkan selama ini rasio 
pembiayaan bermasalah (NPF) dari tahun 2012-2014 mengalami fluktuatif. 
Hal tersebut berarti menunjukan bahwa dalam inteval waktu tersebut ban 
umum syariah masih belum konsisten dalam mengatasi masalah dalam 
penyaluran dananya, hal tersebut dapat dikaitkan bahwa bank umum syariah 
masih menghadapi resiko pada pembiayan agrifish. Pada indikator dalam 
rentan waktu 2012-2014 tenaga kerja bank umum syariah mengalami 
peningkatan jumlah tenaga kerja, kemudian disusul pula dengan peningkatan 
biaya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sebagai upaya dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian akses-akses 
pembangunan kantor cabang dan atau perwakilan juga meningkat setiap 
tahunnya walaupun masih kalah dengan pembangunan infrastruktur pada 
bank konvensional. Sedangkan untuk biaya promosi perbankan syariah 
mengalami penurunan pada interval tahun 2012-2014. Hal tersebut tentu 
berdampak pada pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai bank 
syariah. 
 Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas wilayah 47.154 km2 
dengan 38 wilayah administrasi (kabupaten/kota) serta total penduduk 
38.847 juta jiwa yang juga merupakan provinsi penyumbang pertumbuhan 
ekonomi terbesar kedua setelah Jakarta di tahun 2014-2015. Prestasi 
pertumbuhan ekonomi tersebut disumbangkan oleh beberapa sektor ekonomi 
yang tersebar di setiap sudut wilayah Jawa Timur. Salah satu sektor yang 
berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur adalah sektor 
Agrifish. Sektor Agrifish adalah sektor pertanian dalam arti luas yang 
meliputi pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, perikanan. Di Jawa 
Timur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2015 agrifish 
merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar, dapat 
kita lhat pada tabel 1.4. berikut ini. 
 




































Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2016) 
 Dari gambar diatas dapat dibuktikan bahwa sektor Agrifish 
menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi terbesar bagi Jawa 
Timur di tahun 2015 yaitu sejumlah 13,75%. Sedangkan peringkat kedua 
diduduki oleh sektor perdagang besar & ecer, reparasi spd. Motor & mobil 
yang berkontribusi sebesar 17,64%. Kemudian industri Pengolahan sebagai 
peringkat pertama dengan kotribusinya sebesar 29,27%. Hal tersebut sangat 
membanggakan mengingat negara kita sebagai negara agraris dan maritim di 
era serba industri dan modern sektor  agrifish tetap berkontribusi besar 
dalam pembangunan wilayah regional.  


































 Namun lain hal dengan kontribusinya pada pembangunan regional, 
sektor agrifish justru masih menyimpan berbagai kendala yang menghambat 
pertumbuhannya yang salah satunya adalah masalah modal. bank syariah 
sebagai lembaga intermediasi berperan sangat penting untuk menyalurakan 
dananya dari pihak surplus ke pihak defisit. Namun dari uraian yang terdapat 
di halaman empat dan lima pada tabel 1.2. bank syariah masih rendah dalam 
penyaluran dananya ke sektor agrifish, oleh karena itu dari uraian singkat 
mengenai masalah tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam 
penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam 
Meningkatkan Potensi Agrifish di Sidoarjo”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka dapat disampaikan 
identifikasi masalah yang terkandung adalah : 
a. Berapa besar kontribusi pembiayaan oleh bank syariah di sektor 
Agrifish di Sidoarjo ? 
b. Apakah yang menyebabkan kontribusi dari bank syariah 
sedemikian rupa? 
c. Dampak yang dihasilkan dari bank syariah tersebut di sektor 
agrifish? 
d. Peranan Bank Syariah pada sektor Agrifish 
2. Batasan Masalah 
Penelitian ini tentu tidak membahas secara keseluruhan terhadap 
permasalahan yang teridentifikasi, tetapi lebih membatasi pada hubungan 
sinergi perbankan syariah dalam membangun potensi agrifish di Sidoarjo. 
Dalam penelitian ini tidak membahas semua mengenai pembiayaan apa 
saja yang digunakan di perbankan syariah untuk disaluran ke sektor 
ekonomi agrifish, akan tetapi hanya berkutat pada faktor yang 
menyebabkan rendahnya kontribusi dari pihak bank syariah serta 


































bagaimana strategi untuk menanggulanginya juga pada sektor agrifishnya 
diambil secara acak sesuai pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah penulis merumuskan permasalahan 
yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi Bank Syariah 
terhadap sektor Agrifish di Sidoarjo ? 
2. Bagaimana strategi Bank Syariah untuk dapat meningkatkan 
kontribusinya ke sektor Agrifish di Sidoarjo ? 
 
D. Kajian Pustaka 
1. Adkhi Rizfa Faiza, dalam penelitiannya yang berjudul Pergaruh 
Alokasi Pembiayaan Sektor-Sektor Ekonomi oleh Perbankan Syariah 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, yang 
meneliti mengenai dampak dari alokasi pembiayaan pada sektor-
sektor PDRB khususnya NAWACITA. Penelitian ini menggunakan 
seluruh sektor-sektor dalam pembangunan ekonomi juga dengan 
metode kuantitatif. Sedangkan di penelitian ini hanya berkutat pada 
agrifish-nya saja (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan) yang 
dalam metode pengumpulan data-nya lebih ke wawancara. Namun di 
penelitian ini sama-sama menggunakan variable perbankan syariah 
dan juga wilayah penelitiannya yang sama-sama berada di Jawa 
Timur. 
2. Nahla Samargandi, Jan Fidrmuc and Sugata Ghosh (2013), melakukan 
penelitian yang berjudul “Is the relationship between financial 
development and economic growth monotonic? Evidence from a 
sample of middle income countries”. Jurnal ini meneliti hubungan 
antara pengembangan pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi dari 52 
negara berpenghasilan menengah selama periode 1980-2008. 


































Penelitian ini menggunakan metode group pooled yang berarti 
estimator dalam pengaturan panel heterogen dinamis. Peneliti 
menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan tidak memiliki 
dampak positif jangka panjang linear pada pertumbuhan ekonomi 
dalam sampel ini. Ketika mempertimbangkan hubungan non-linear 
antara pembiayaan dan pertumbuhan, peneliti menemukan hubungan 
U-terbalik antara pembiayaan dan pertumbuhan dalam jangka 
panjang. Dalam jangka pendek, hubungan tidak signifikan. Temuan 
ini menunjukkan bahwa negara-negara berpenghasilan menengah 
menghadapi titik ambang setelah pengembangan pembiayaan tidak 
lagi memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. 
3. Kemudian, Tan Serlinda Deltania Alatan dan Sautma Ronni Basana 
(2015), meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Kredit terhadap 
Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini ingin melihat 
pengaruh dari kredit perbankan yang dibagi menjadi 9 sektor ekonomi 
dengan variabel kontrol BI Rate terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Regional Jawa Timur. Dalam penelitian ini, tingkat pertumbuhan 
ekonomi di-proxy-kan terhadap PDRB riil Jawa Timur. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). 
Penelitian ini menggunakan data seluruh kredit sektor ekonomi yang 
konsisten 2002-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
tidak seluruh sektor ekonomi di Jawa Timur signifikan dan 
memberikan pengaruh positif terhadap PDRB. Namun secara 
bersama-sama penelitian ini berhasil menunjukan bahwa kredit sektor 
ekonomi dan BI Rate berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Jawa Timur. Peneltian ini sama-sama mencari pengaruh kegiatan 
financing terhadap ekonomi regional Jawa Timur. Perbedaannya 
adalah Alatan dan Basana menggunakan variabel kontrol dalam 
penelitian ini sehingga menggunakan metode regresi berganda OLS, 


































sementara penulis tidak menggunakan metode statistic karena penulis 
menggunakan metodologi penelitian kualitatif. 
4. Penelitian lain adalah penelitian oleh Tri Novembinanto (2010) 
dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bank Umum 
Konvensional Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
(Periode 2002–2008). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
pertumbuhan kredit bank umum konvensional terhadap pertumbuhan 
produk domestik bruto. Dalam melakukan penelitian ini digunakan 
analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi linear sederhana dan 
analisis kausalitas Granger. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 
pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan kredit bank umum 
konvensional terhadap pertumbuhan PDB. Pertumbuhan kredit bank 
umum konvensional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
produk domestik bruto. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik 
antara pertumbuhan kredit bank umum konvensional dengan 
pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Penelitian oleh Novembenianto 
ini sama-sama menganalisa pengaruh kredit terhdap PDRB. 
Perbedaannya adalah, Novembenianto menggunakan pertumbuhan 
sebagai indikator, sementara penulis menggunakan Potensi 
perkembangan. Selain itu, metodologi yang digunakan pun berbeda, 
beliau menggunakan regresi linier sederhana dengan menambahkan 
analisi kausal Granger sebagai metodologi. 
5. Raymond Fisman dan Inessa Love (2002) juga dalam penelitiannya 
yang berjudul “Trade Credit, Financial Intermediary Development and 
Industry Growth”, meneliti mengenai pembangunan sektor keuangan 
sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Industri yang dibiayai 
dengan kredit perdagangan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang 
tinggi. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 37 
industri di 43 negara dengan periode 1980 – 1989. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah total kredit, rasio hutang 


































terhadap total asset, dan GDP. Penelitian ini sama-sama meneliti 
pengaruh sektor keuangan terhadap ekonomi. Namun variabel yang 
digunakan hanya kredit sektor perdagangan dengan objek penelitian 
industri di 43 negara. Sedangkan penulis hanya pada 1 negara dan 
focus pada 1 propinsi yaitu Jawa Timur di kabupaten Sidoarjo 
6. Zubaidah Nasution dalam penelitiannya yang berjudul “Model 
Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian” dalam jurnal DINAR 
Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Agustus 2016. Kesamaan penelitian 
tersebut meneliti mengenai potensi Bank Syariah dan memeriksa 
pengaruh pembiayaannya untuk dukungan modal dalam sektor 
pertanian.  
7. Irfan Syauqi Beik dan Winda Nur Aprianti, yang meneliti dengan 
judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank 
Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia” di jurnal Agro Ekonomi 
volume 31 no. 1 Mei 2013 . Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan 
pertanian pada perbankan Syariah. Namun pada penelitian ini mereka 
menggunakan penelitian dengan metode VAR/VECM sebagai alat 
analisis. 
8. Muhammad Wahhab, Owais Mufti, Muhammad Shamsuddin Murad, 
dan Arif-Ul-Haq dengan penelitian mereka yang berjudul “The Study 
of Co-integration and Casual Link between Islamic Bank Financing 
and Economic Growth” dari Abasyn University Journal of Social 
Sciences. 2016 SpecialIssue, Vol. 9, p134-146. 13p. pemelitian yang 
dilakukan oleh mereka membahas mengenai evaluasi hubungan antara 
pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi dengan 
kasus yang terdapat di Malaysia dan Pakistan. Penelitian ini 
menggunakan Engle Granger approach of co-integration, Auto 
Regressive Distributive Lag (ARDL), Error Correction Model, dan 
Granger Causalaity Test sebagai alat uji untuk menemukan hubungan 


































pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonominya. 
Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian saya 
menggunakan metodologi kulaitatif, saya tidak menggunakan 
pendekatan atau uji secara signifikan untuk penelitian ini, penelitian 
saya juga terfokus hanya pada pengaruh atau peran dari Bank Syariah 
terhadap sektor agrifis saja. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Kemudian Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 
tersebut adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi Bank 
Syariah terhadap sektor Agrifish di Sidoarjo 
2. Untuk mengetahui strategi Bank Syariah yang dapat meningkatkan 
kontribusinya ke sektor Agrifish di Sidoarjo 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Aspek teoretis  
Menambah wawasan dan menyempurnakan pengetahuan keilmuan bagi 
peneliti mengenai pengaruh pembiayaan terhadap potensi perkembangan 
agrifish di Sidoarjo. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi peneliti yang lain jikalau mungkin melakukan penelitian yang 
relevan dengan penelitian ini serta menambah kepustakaan di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
2. Aspek praktis  
Pada tataran praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan suatu 
masukan atau wawasan serta evaluasi secara mendalam mengenai peran 
pembiayaan perbankan syariah terhadap perkembangan Agrifish. Sedikit 
masukan dan keterbatasan akan menjadi evaluasi di kemudian hari. 



































G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, perlu adanya definisi 
operasional untuk menghindari kesalahpahaman terkait judul diatas 
1. Pembiayaan Bank Syariah 
 Pembiayaan perbankan syariah merupakan suatu fasilitas yang 
diberikan oleh sebuah lembaga perbankan syariah guna memenuhi 
kebutuhan pihak-pihak atau golongan yang defisit.2 Pembiayaan ini 
merupakan salah satu produk ta’awun (tolong-menolong) dari pihak 
pemilik dana (sahibul ma>l) kepada pihak yang membutuhkan tanpa 
diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran 
surat an-Nisa’ (4) ayat 29: 
 ْﻦ َﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنﻮ ُﻜ َﺗ ْن َأ ﱠﻻ ِإ ِﻞ ِﻃﺎ َﺒ ْﻟ ِ ْﻢ ُﻜ َﻨ ْـﻴ َـﺑ ْﻢ ُﻜ َﻟاَﻮ ْﻣ َأ اﻮ ُﻠ ُﻛْ#َ َﻻ اﻮ ُﻨ َﻣآ َﻦﻳ ِﺬﱠﻟا ﺎ َﻬـﱡﻳ َأ )َ
 ْﻨ ِﻣ ٍضاَﺮ َـﺗﺎ ًﻤﻴ ِﺣَر ْﻢ ُﻜ ِﺑ َنﺎ َﻛ َﱠ/ا ﱠن ِإ ۚ ْﻢ ُﻜ َﺴ ُﻔ ْـﻧ َأ اﻮ ُﻠ ُـﺘ ْﻘ َـﺗ َﻻَو ۚ  ْﻢ ُﻜ 
 
 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”3 
  Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 
pembiayaan yang direalisasikan dari pihak Bank Syariah kepada sektor ekonomi. 
Dalam hal ini pembiayaan yang dimaksud tidak terbatasi oleh jenis pembiayaan 
tertentu. 
 
                                                          
2 Rifaat Ahmad Abdul Karim, “The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on 
the Financial Strategy of Islamic Banks” dalam Proceeding of the 9th Expert Level Conference 
onIslamic Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic 
Banks,7-8 April 1995, Jakarta. Dalam Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke 
Praktik(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160. 
 
3
 Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009), 
575 



































2. Strategi  
Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu 
yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan 
lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama 
perusahaan dapat dicapai dengan pelaksanaan yang tepat oleh 
perusahaan.4 
3. Pemasaran Bank 
Definisi syariah marketing atau pemasaran menurut perspektif 
ekonomi syariah adalah segala aktivitas yang dijaankan dalam kegiatan 
bisnis dalam bentuk kegiatan penciptaan nilai (Value Creating Activities) 
yang memungkinkan siapa pun yang melakukannya bertumbuh serta 
mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, 
keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada 
akad bermuamalah Islami.5 
4. Agrfish 
Agrifish terdiri dari kata Agri dan Fish, atau lebih lengkapnya 
Agriculture and Fish atau bisa saja disebut pertanian dan ikan. Menurut 
Mubyarto, Pertanian dalam arti luas mencakup pembudidayaan tanaman 
atau pertanian rakyat, perkebunan (termasuk perkebunan rakyat atau 
perkebunan besar), kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dari pendapat 
tersebut dapat dikatakan Agrifish adalah pertanian dalam cakupan luas 
yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan 
kehutanan. Pada penelitian ini penulis menggunakan kata Agrifish untuk 





                                                          
4 Murad, et al., Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, (Jakarta: Erlangga. 1993), 12. 
5 Amrin Abdullah, Strategi Pemasaran Syari’ah, (Jakarta: Grasindo, 2007) 2 


































H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 
alamiah yang memberikan suatu hasil penelitian secara alamiah. 
Karakteristik penelitian kualitatif yaitu; (a) dilakukan pada kondisi yang 
alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, 
(b) sifatnya lebih deskriptif, (c) daripada produk atau outcome jenis 
penilitian ini lebih menekankan pada proses, (d) analisis data dilakukan 
secara induktif, (e) lebih menekankan pada makna.6  
Hasil penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata 
lisan atau tertulis yang dicermati peneliti serta benda-benda yang diamati 
sampai mendetail7 atau lebih singkatnya yaitu penelitian yang lebih 
menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta terdapat 
dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan 
logika ilmiah 
2. Data dan Sumber Data 
Menurut M. Idrus, “Pengelompokan data, pada dasarnya, bersifat 
variatif, tergantung dari sisi mana seseorang memandang data penelitian 
tersebut.” Agar dalampenulisan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, 
dibutuhkan sebuah metode penelitian dalam penulisannya, yaitu 
a. Data 
 Data-data yang didapat pada penelitian ini berupa data primer dan 
data sekunder. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. 
Data primer didapatkan melalui wawancara yang dilakukan di BRI 
Syariah KC Sidoarjo, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, 
jurnal, dan laporan hasil kerja pada BI, BPS ataupun OJK. 
 
                                                          
6 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D (Bandung: CV. AlfaBeta, 2017), 
13 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rhineka Cipta, 
2010), 3. 


































b. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (objek 
penelitian tanpa perantara). Data yang diperoleh peneliti dalam hal ini 
melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak 
perwakilan dari bank yang menjadi objek dengan pertimbangan dan 
tujuan tertentu yang dipandang tahu tentang permasalahan tersebut. 
Peneliti mengambil informan melalui wawancara ini dari pihak bank 
syariah BRI Syariah 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber pendukung dan pelengkap 
yang diambil dari buku, jurnal, artikel, atau wacana yang dibahas, 
yaitu : 
a. Amir Machmud, Perekonomian Indonesia Pasca Reormasi 
(Jakarta: Erlangga, 2016) 
b.  Awan Santosa, Perekonomian Indonesia Masalah, Potensi, 
dan Alternatif Solusi(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 
c. Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer 
(Bogor: Ghalia Indonesia. 2012) 
d. Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta; Ekonisia, 
2005).  
e. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 
Pengantar Kebansentralan: Teori danPraktik di Indonesia 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 
f. Laporan Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa 
Keuangan 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu mekanisme yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data, juga merupakan langkah paling strategis dalam 


































penelitian, karena tujuan utamanya mendapatkan data yang diteliti. 
Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu : 
a. Teknik Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang cara 
pelaksanaannya dilakukan secara langsung atau bertatap muka 
berhadapan dengan responden mengenai hal yang berkaitan dengan 
topik penelitian.8 Teknik wawancara dilakukan jika peneliti 
memerlukan komunikasi atau hubungan dengan informan. Teknik 
wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa melalui 
tatap muka, telepon, atau melalui sosial media. 
Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan adalah 
dengan bertatap muka secara langsung dengan pihak informan dari 
pihak bank syariah yaitu BRI Syariah. 
b. Teknik Dokumentasi 
Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu.9 Dalam arti luas, teknik dokumentasi adalah salah satu 
sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah lembaga 
penelitian yang dapat berupa bahan tertulis yang diterbitkan oleh 
suatu lembaga yang dijadikan objek penelitian ataupun dapat berupa 
film, gambar, dan foto-foto baik berupa prosedur, peraturan, laporan 
hasil kerja dan lain-lain,.10 Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 
catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 
peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 
gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 
misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-
lain. 
                                                          
8 Wahyu Purbantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2010), 
21 
9 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif..., 240 
10 Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif (Yogyakrta: 
Graha Ilmu, 2014), 54. 


































Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang relevan dengan 
topik yang dibahas melalui jurnal, data-data statistik, dan buku-buku 
yang relevan. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka 
peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai 
berikut : 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang 
diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 
keselarasan antara data yang ada dan relevansi dalam penelitian.11 
Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis 
sesuai dengan rumusan masalah. 
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat 
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang 
sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 
Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk 
dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk 
memudahkan peneliti dalam menganalisis data. 
c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh 
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai 
kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan 
sebuah jawaban dari rumusan masalah 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang telah berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis 
secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data-data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, kemudian data-data 
                                                          
11Sugiyono. Metode Penelitian.., 243 


































tersebut akan dianalisis oleh peneliti untuk memecahkan suatu 
permasalahan12 
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak 
perbankan syariah sesuai dengan masalah yang diteliti, setelah itu di 
analisis dengan teori-teori yang relevan. 
Kemudian penelitian ini di dukung oleh mengumpulkan data 
sebelum dan ketika melakukan penelitian secara bersamaan, kemudian 
data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder hasil akan diperkuat 
dengan literatur yang relevansi terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Adapun pada penelitian ini deperlukan suatu susunan penyajian dalam 
pembahasan yang dapat disebut sebagai sistematika pembahasan. Sistematika 
pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan 
pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. 
Pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat 
memahaminya dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah: 
a. Bab 1, Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari sebuah laporan 
penelitian yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian (jenis penelitian, data 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, 
teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.  
b. Bab 2, KajianPustaka. Bab ini membahas tentang kerangka teoritis atau 
kerangka konsepsional yang memuat penjelasan secara teoritis sebagai 
landasan atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Teori-teori 
yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan pembiayaan 
                                                          
12Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif . 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143 


































perbankan Syariah, dan teori mengenai peningkatan Pertanian dalam arti 
luas (Agrifish) 
c. Bab 3, Data Penelitian. Bab ini merupakan bagian yang memuatdeskripsi 
data mengenai variabel dalam penelitian yang berjudul “Peran 
Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Potensi Agrifish di 
JawaTimur”. Penyajian deskripsi data dimuat secara detail dan lengkap.  
d. Bab 4, Analisis Data. Bab analisis data merupakan bagian yang memuat 
analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan sebagai 
jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu: Faktor yang menyebabkan 
rendahnya kontribusi Bank Syariah terhadap sektor Agrifish di 
JawaTimur, Strategi Bank Syariah untuk dapat meningkatkan 
kontribusinya ke sektor Agrifish di Sidoarjo. 
e. Bab 5, sebagai bab penutup, merupakan bab terakhir yang berisi 
kesimpulan atas permasalahan pada rumusan masalah tanpa adanya 
pembahasan di luar hal tersebut. Pada bagian ini juga terdapat saran-saran 
dari peneliti untuk para peneliti selanjutnya dan atau para praktisi serta 
pemangku kebijakan. Tentu saran yang diberikan sesuai dengan pokok 
dan inti permasaahan yang bersifat membangun. 
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BAB II 
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH, POTENSI 
PEMBANGUNAN DAERAH 
 
A. Pembiayaan Perbankan Syariah 
1. Pengertian Pembiayaan 
  Pembiayaan dalam makna lain financing atau 
pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam 
arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, 
seperti bank syariah kepada nasabah.1 Pembiayaan pada 
perbankan syariah yang dalam istilah teknisnya aktiva 
produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah 
penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun 
valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat 
berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, 
penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi 
pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank 
Indonesia2. 
 Sedangkan menurut Veithzal Rival dan Arviyan 
Arifin, dalam bukunya Islamic Banking menyatakan, bahwa 
pembiyaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
                                                          
1 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 
2002), Edisi I, h. 304   
2 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 302 

































kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/ atau 
lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil.3 
  Jika dilihat dari segi hukum perundang-undangan yang 
dimaksud pembiayaan menurut Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 
06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program 
pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah 
ialah suatu kegiataan penyediaan dana untuk investasi atau 
kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon 
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan 
penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan 
yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan 
pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari 
kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan 
tersebut.4  
 Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 
10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain 
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil.5 Kemudian pada Undang-undang Republik 
Indonesia (UU-RI) Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 
                                                          
3 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 700 
4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor06/per/M.KUKM/I/2007   
5 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 92 .   

































dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:6  
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah; 
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau 
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
salam, dan istishna’; 
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 
qardh; dan 
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 
untuk transaksi multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.7  
 Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang 
diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada 
prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai 
dengan hukum Islam.8 Berikut berapa landasan hukum 
islam (Al-Qur’an dan Hadits) mengenai pembiayaan : 
a. Firman Allah Q.S> Al-Maidah(5) : ayat 1 
 ِ اﻮُﻓَْوأ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َ ِّﻠُِﳏ َﺮ ْـﻴَﻏ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻠ ْـﺘُـﻳ ﺎَﻣ ﻻِإ ِمﺎَﻌْـﻧﻷا ُﺔَﻤِﻴ,َ ْﻢُﻜَﻟ ْﺖﱠﻠُِﺣأ ِدﻮُﻘُﻌْﻟ ْﻢُﺘْـَﻧأَو ِﺪْﻴﱠﺼﻟا ﻲ
) ُﺪِﻳُﺮﻳ ﺎَﻣ ُﻢُﻜَْﳛ َﱠ6ا ﱠنِإ ٌُمﺮُﺣ١(  
                                                          
6 Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah”. 
7 Nur Riyanto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42-43   
8 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 105-106 

































Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
b. Firman Allah Q.S>. Al-Muzzamil(73) : ayat 20 
   َﻦﻳ ِﺬﱠﻟا َﻦ ِﻣ ٌﺔ َﻔ ِﺋﺎ َﻃَو ُﻪ َﺜ ُﻠُـﺛَو ُﻪ َﻔ ْﺼ ِﻧَو ِﻞ ْﻴﱠﻠﻟا ِﻲ َﺜ ُﻠُـﺛ ْﻦ ِﻣ َٰﱏ ْد َأ ُمﻮ ُﻘ َـﺗ َﻚﱠﻧ َأ ُﻢ َﻠ ْﻌَـﻳ َﻚﱠﺑَر ﱠن ِإ
 ﺎ َﻣ او ُء َﺮ ْـﻗﺎ َﻓ ۖ  ْﻢ ُﻜ ْﻴ َﻠ َﻋ َبﺎ َﺘ َـﻓ ُﻩﻮ ُﺼُْﲢ ْﻦ َﻟ ْن َأ َﻢ ِﻠ َﻋ ۚ  َرﺎ َﻬ ـﱠﻨﻟاَو َﻞ ْﻴﱠﻠﻟا ُر ِّﺪ َﻘُـﻳ ُ ﱠ6اَو ۚ َﻚ َﻌ َﻣ
 ِضْرَْﻷا ِﰲ َنﻮ ُِﺑﺮ ْﻀ َﻳ َنوُﺮ َﺧآَو ۙ ٰﻰ َﺿْﺮ َﻣ ْﻢ ُﻜ ْﻨ ِﻣ ُنﻮ ُﻜ َﻴ َﺳ ْن َأ َﻢ ِﻠ َﻋ ۚ ِنآْﺮ ُﻘ ْﻟ ا َﻦ ِﻣ َﺮ ﱠﺴ َﻴ َـﺗ
 ۚ  ُﻪ ْﻨ ِﻣ َﺮ ﱠﺴ َﻴ َـﺗ ﺎ َﻣ ا و ُءَﺮ ْـﻗﺎ َﻓ ۖ  ِﱠ6ا ِﻞﻴ ِﺒ َﺳ ِﰲ َنﻮ ُﻠ ِﺗﺎ َﻘُـﻳ َنوُﺮ َﺧآَو ۙ ِﱠ6ا ِﻞ ْﻀ َﻓ ْﻦ ِﻣ َنﻮ ُﻐ َـﺘ ْـﺒ َـﻳ
 ْﻦ ِﻣ ْﻢ ُﻜ ِﺴ ُﻔ ْـﻧَِﻷ اﻮ ُﻣ ِّﺪ َﻘُـﺗ ﺎ َﻣَو ۚ  ﺎ ًﻨ َﺴ َﺣ ﺎ ًﺿْﺮ َـﻗ َﱠ6ا اﻮ ُﺿِﺮ ْﻗ َأَو َةﺎ َﻛﱠﺰﻟا اﻮ ُﺗآَو َة َﻼ ﱠﺼﻟا اﻮ ُﻤﻴ ِﻗ َأَو
  ٌﻢﻴ ِﺣَر ٌرﻮ ُﻔ َﻏ  َﱠ6ا ﱠن ِإ ۖ َﱠ6ا اوُﺮ ِﻔ ْﻐ َـﺘ ْﺳ اَو ۚ  اًﺮ ْﺟ َأ َﻢ َﻈ ْﻋ َأَو اًﺮ ْـﻴ َﺧ َﻮ ُﻫ ِﱠ6ا َﺪ ْﻨ ِﻋ ُﻩو ُﺪ َِﲡ ٍْﲑ َﺧ
۞(٢٠) 
Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 
berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 
malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 
orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran 
malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak 
dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 
keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 
dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi 
berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) 
dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

































berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan 
kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu 
memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling 
baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan 
kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.”.9 
c. Firman Allah Q.S>. An-Nisa(4) : ayat 29 
 ِﻣ ٍضَاﺮَـﺗ ْﻦَﻋ ًَةرﺎَِﲡ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﻻِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟِ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮَْﻣأ اﻮُﻠُﻛْgَ ﻻ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َ اﻮُﻠُـﺘْﻘَـﺗ ﻻَو ْﻢُﻜْﻨ
 ُﻜِﺑ َنﺎَﻛ َ ﱠ6ا ﱠنِإ ْﻢُﻜَﺴُﻔْـَﻧأ) ﺎًﻤﻴِﺣَر ْﻢ٢٩(  
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan 
jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama-suka di antara kamu”.10 
d. Hadits Riwayat Riwayat Ath-Thabrani 
 ِِﻪﺑ َﻚُﻠْﺴَﻳ َﻻ ْنَأ  ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ ﻰَﻠَﻋ َطَﺮَـﺘْﺷِا َﺔﺑَرﺎَﻀُﻣ َلﺎَﻤْﻟا َﻊَﻓَد اَذِإ ِﺐَِّﻠﻄُﻤْﻟا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُسﺎﱠﺒَﻌْﻟا rَُﺪِّﻴَﺳ َنﺎَﻛ
 َلْﻮُﺳَر ُُﻪﻃْﺮَﺷ َﻎَﻠَـﺒَـﻓ ،َﻦِﻤَﺿ َﻚِﻟ َذ َﻞَﻌَـﻓ ْن َِﺈﻓ ،ٍﺔَﺒْﻃَر ٍﺪِﺒَﻛ َتاَذ ًﺔﱠﺑاَد ِِﻪﺑ َيَِﱰْﺸَﻳ َﻻَو ،ًِداَو ِﻪِﺑ َِلﺰْﻨَـﻳ َﻻَو ،ًاﺮَْﲝ
(سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ ﻂﺳوﻷا ﰱ ﱐاﱪﻄﻟا ﻩاور) َُﻩزﺎَﺟََﺄﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪِﻟآَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ. 
Artinya : Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan 
sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat 
syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati 
lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, 
Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia 
                                                          
9 Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) 
h.575. 
10 Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) 
h.83. 

































bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang 
diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul 
membenarkannya”.(HR Ath-Thabrani).11 
e. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim 
 ًء ﺎَﻀَﻗ ْﻢُﻜَﻨَﺴْﺣ أ ْﻢُﻛ ِْﲑَﺧ ﱠنَِﺈﻓ  (ﻢﻠﺴﻣ و ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور)  
Artinya: “Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik 
dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam 
membayar utang.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
2. Fungsi Pembiayaan 
Dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 
kepada masyarakat penerima terdapat beberapa 
fungsi yang dapat disimpulkan, diantaranya: 
a. Meningkatkan Daya Guna Uang  
 Nasabah yang menyimpan uang atau dananya dalam bank 
dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Maka dana atau 
uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan 
kegunaannya oleh bank sebagai usaha peningkatan 
produktivitas. 
b. Meningkatkan Daya Guna Barang  
1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah 
bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan 
tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi 
menjadi beras.  
2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan 
barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke 
tempat yang lebih bermanfaat.  
                                                          
11 DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad 
Mudharabah”. 

































c. Meningkatkan Peredaran Uang 
 Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening 
koran pengusahanya menciptakan pertambahan 
peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, 
wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan 
pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang 
itu selain dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal 
dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, 
yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang 
giral. 
d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha 
 Setiap manusia adalah makhluk yang selalu 
melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk 
memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan 
dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi 
peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan 
peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan 
manusia lain yang mempunyai kemampuan. 
e. Stabilitas Ekonomi 
 Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah 
stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha 
untuk: 
1) Pengendalian inflasi  
2) Peningkatan ekspor  
3) Rehabilitas prasarana 
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.  
f. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan 
Nasional 
 Wirausahawan atau produsen yang telah 
mendapatkan pembiayaan pasti akan berusaha untuk 

































meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti 
peningkatan keuntungan atau profit. Bila keuntungan 
ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata 
dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka 
peningkatan akan berlangsung secara terus- menerus. 
Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat 
berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain 
pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang 
pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan 
pertambahan devisa negara. Disamping itu, dengan 
makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-
kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan 
negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha 
kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih 
berguna. 
g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional 
 Sebagai lembaga pembiayaan, perbankan tentunya 
tidak hanya bergerak didalam negeri, akan tetapi juga 
mancanegara. Misalkan saja dengan negara-negara kaya 
atau yang kuat ekonominya, demi menjalin hubungan 
antar negara baik secara bilateral dan multilateral 
tentunya pihak lembaga keungan banyak memberikan 
bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang 
atau sedang membangun melalui kredit (G to G, 
Government to Government). 
3. Tujuan Pembiayaan 
  Tujuan pembiayaan secara umum dapat dibagi 
menjadi dua yaitu, tujuan pembiayaan pada taraf makro dan 
tujuan pembiayaan pada taraf mikro. 

































Secara makro pembiayaan dilakukan atas tujuan :12 
a. Peningkatan ekonomi ummat,  
 artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, 
dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 
ekonomi. Dana dapat digulirkan dari pihak yang surplus ke 
pihak yang defisit. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,  
 dalam mengembangkan bisnisnya para pengusaha 
membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat 
mereka peroleh dari aktivitas pembiayaan. 
c. Meningkatkan produktivitas, 
 Pembiayaan dapat memberi peluang bagi pengusaha atau 
produsen guna meningkatkan daya produksinya.  
d. Membuka lapangan kerja baru, 
 Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penmbahan 
dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap 
tenaga kerja. 
e. Terjadinya distribusi pendapatan,  
 Masyarakat usaha produktif mampu melakukan 
aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 
pendapatan dari hasil usahanya. 
Kemudian tujuan pembaiayaan secara mikro adalah dalam 
rangka :13 
a. Dalam usaha mengoptimalkan Keuntungan (laba) 
 setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, 
yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 
berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam 
                                                          
12 Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, Islamic Banking,..., h. 681. 
13 Ibid., h. 682. 

































usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka 
perludukungan dana yang cukup. 
b. Menekan atau meminimalkan resiko 
 artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan 
laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan 
resiko yang mungkin timbul. Salah satu resiko yang akan 
dialami oleh pengusaha berkembang ialah Resiko kekurangan 
modal, hal itu dapat diminimalisir dengan cara melakukan 
pinjaman atau pembiayaan. 
c. Untuk mendayagunakan sumber ekonomi 
 Kita mengetahui bahwa sumber daya ekonomi dapat 
dikembangkan dengan melakukan mixing antara adanya 
sumber daya alam dengan sumber daya manusianya, 
namun tidak terlepas juga masih memerlukan sumber 
daya modal yang notabennya tidak ada atau mungkin 
masih kurang, maka untuk mengatasinya para nasabah 
dapat melakukan penambahan modal yaitu dengan cara 
pembiayaan. 
d. Sebagai sarana menyalurkan dana yang telah berlebih 
 Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak 
yang memiliki kelebihan sementara dan ada piak yang 
kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, 
maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana 
penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran 
kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) 
kepada pihak yang kekurangan (deficit) dana. 
e. Agar terhindar dari akibat dana yang menganggur 
 Dana atau uang yang masuk melalui berbagai rekening pada 
pasifa bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk 

































aktiva produktif. Sehingga dapat menjaga keseimbangan antara 
dana yang masuk dan dana keluar.14 
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan 
pembiayaan oleh perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yaitu :15 
a. Pemilik,  
Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megharapkan akan 
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 
tersebut 
b. Karyawan,  
Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang 
dikelolanya. 
c. Masyarakat:  
1) Pemilik dana, sebagai pemilik modal mereka 
mengharapkan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan. 
2) Debitur, karena dana yang diperolehnya mereka akan 
terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) 
atau terbantu untuk pengadaan barang yang di-
inginkannya (pembiayaan) konsumtif. 
3) Masyarakat umum, mereka dapat memperoleh barang-
barang yang dibutuhkannya lebih mudah dari para nasabah 
atau debitur yang menjadi pengusaha karena bisnis atau 
usaha mereka semakin berkembang 
d. Pemerintah, keuntungan bagi pemerintah dalam hal ini adalah 
dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, 
meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta 
meningkatkan devisa negara.16 
e. Bank, yaitu hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank 
dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap 
                                                          
14 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 115-116   
15 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,..., h. 303 
16 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi I, h.106 

































bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin 
banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. 
4. Jenis-Jenis Pembiayaan 
Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat digolongkan kedalam 
beberapa aspek, yakni : 
a. Pembiayaan menurut fungsi atau sifat penggunaannya17 \ 
Tabel 2.1 
Pembiayaan dari segi fungsi 
Pembiayaan ditinjau dari Fungsinya 
Pembiayaan Produktif Pembiayaan Konsumtif 
pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha, baik usaha produksi, 
perdagangan maupun investasi. 
pembiayaan yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi, yang akan habis 
digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan 
Jika di tinjau dari keperluan atau kebutuhannya 
pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, 
yakni : 
      
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu 
pembiayaan yang bertujuan untuk 
mendapatkan modal sehingga 
memenuhi dan meningkatkan produksi 
dalam rangka mengembangkan usaha. 
     
2) Pembiayaan Investasi, bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan barang-barang 
modal (capital goods) serta fasilitas-
fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.  
      
 
                                                          
17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
Cetakan I, h.160-161   


































b. Pembiayaan menurut jangka waktunya, Pembiayaan menurut 
jangka waktu dibedakan menjadi: 
a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Pembiayaan jangka 
pendek biasanya diberikan oleh pihak bank syariah untuk 
membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha 
dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan 
dengan kemampuan nasabah. 
b) Pembiayaan waktu menengah, pembiayan yang dilakukan 
dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Pemberian 
pembiayaan ini biasa dilakukan dalam bentuk pembiayaan 
modal kerja, investasi, dan konsumsi 
c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu lebih dari 5 tahun. Pada umumnya 
pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan 
investasi, misalnya untuk pembelian gedung, 
pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang 
nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang 
nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian 
rumah. 
c. Pembiayaan dari segi jaminan18 
Pembiayaan menurut segi jaminan dapat dibagi menjadi dua, 
yakni : 
1) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan oleh bank 
syariah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga 
tanpa menggunakan jaminan barang atau aset tertetu. 
2) Pembiayaan dengan jaminan, adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh pihak bank syariah dengan menggunakan 
                                                          
18 Ismail, Perbankan Syariah...,h. 113-118 

































syarat agunan (jaminan) tertentu yang nilainya setara 
dengan nominal pembiayaan. 
d. Jenis pembiayaan perbankan syariah dari akadnya :19 
Tabel 2.2. 
Pembiayaan Berdasarkan Akadnya 
Akad Definisi Jenis 
Pola Bagi Hasil 
Mudharabah  Kerjasama antara bank sebagai pemilik 
modal (s}ahibul ma>l) dan nasabah sebagai 
pengelola (mud}arib). Kedua pihak sepakat 











Musharakah  Investasi yang melibatkan kerjasama 
pihak-pihak yang memiliki dana dan 
keahlian, pihak yang berkongsi sepakat 
untuk membagi keuntungan dan risiko 
sesuai kontribusinya 






                                                          
19 Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, PENGARUH ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR-SEKTOR 
EKONOMI OLEH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL 
BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TIMUR : PERIODE TRIWULANAN TAHUN 2010-2015.” 
(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, “2017), h. 21. 

































Akad Definisi Jenis 
 Pola Jual Beli  
Murabahah  Deffered payment sale, jual beli barang 
pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati. Pembeli 









 In front payment sale, pembelian barang 
yang diserahkan di kemudian hari 
sementara pembayaran dilakukan di muka. 







Istishna’  Purchase by order/ manufacture, kontrak 
penjualan antara pembeli dan pembuat 
barang. Dalam kontrak ini pembuat barang 
menerima pesanan dari pembeli. Pembuat 
barang lalu membuat/membeli barang 
menurut spesifikasi yang telah disepakati 
dan menyerahkannya kepada pembeli. 













































Akad Definisi Jenis 
Sewa 
Ijarah  Operational lease, akad pemindahan hak 
guna atas barang/jasa melalui pembayaran 
upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan. 
  









 Financial lease with purchase optio, akad sewayang 
diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli 








5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 
Prinsip merupakan suatu pedoman yang dijalankan yang menjadi 
acuan dalam bertindak. Perbankan syariah dalam melaksanakan 
fungsinya menyalurkan dana ke pihak nasabah atau masyarakat 
yang defisit yang melakukan pembiayaan pastinya harus melakukan 
analisis untuk memperkecil resiko yang akan terjadi. Prinsip yang 
digunakan oleh lembaga keuangan pada umumnya meliputi 5C 
yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of 
economic. 20  Selain itu menurut Muhammad terdapat pula 
penambahan prinsip lagi yaitu 1C, constraint yang artinya kendala-
                                                          
20 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta, 2012), Edisi II, h.228 

































kendala yang mungkin akan mengganggu proses usaha.21 Berbeda 
dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah 
dalam menganalisa suatu pengajuan pembiayan tidak hanya 
menggunakan prinsip 5C ataupun 6C, melainkan 6C+1S dimana S 
merupakan syariah, yang dapat diuraikan sebagai berikut ini : 
a. Character (Kepribadian) 
Merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh 
pihak lembaga keuangan sebelum menyalurkan dana 
pembiayaan. Hal ini karena penilaian suatu karakter atau 
watak atau kepribadian calon debitur mempengaruhi 
bagaimana gambaran si debitur dalam mengembalikan atau 
melunasi kewajiban pembiayannya. Dari analisis ini pula 
pihak bank dapat menilai track record calon debitur 
mengenai apakah debitur pernah mempunyai catatan hitam 
didunia perbankan maupun di masyarakat. 
b. Capacity (Kemampuan) 
Prinsip ini digunakan dengan tujuan pihak bank dapat 
mengukur tingkat kemampuan atau prospek suatu usaha 
yang dibiayai dalam mengembalikan suntika dana yang 
diberikan oleh pihak bank syariah. capacity ini meliputi 
analisa pada kemampuan mengelola (memanajemen) usaha 
debitur, kemampuan produksi yang berkesinambungan, 
kemampuan memasarkan produk hasil usaha, serta 
kemampuan memperoleh laba (aspek finansial). 
c. Capital (Modal) 
Merupakan suatu penilaian dari pihak bank syariah terhadap 
modal yang dimiliki oleh debitur dengan mengukur rasio 
finansial dan penekanan terhadap komposisi modalnya, 
secara keseluruhan pada usaha yang bersangkutan. 
                                                          
21 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah...,h. 260. 

































d. Collateral (agunan) 
Yaitu berupa aset, harta benda, surat-surat berharga yang 
diamankan atau disimpan atau ditahan sementara oleh pihak 
bank untuk lebih meyakinkan bahwa debitur pasti melunasi 
kewajibannya. Karena agunan atau jamnian sesungguhnya 
merupakan sumber pembayaran kedua atau hak tagihan 
yang terbit dari proyek atau usaha yang dibiayai oleh pihak 
bank jikalau resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka 
agunan yang digunakan sebagai pengganti kewajiban 
tersebut. 
e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi/Prospek Usaha) 
Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menerima suatu 
pengajuan pembiayaan ialah prospek usaha baik itu secara 
makro maupun mikro. Dimulai dari lingkungan sekitar 
tempat usaha yang mana mencakup pemasok, pengolahan, 
pemasaran, serta tidak lupa juga pesaing usaha yang 
bersangkutan yang mungkin lebih unggul di kawasan 
ersebut. Kemudian jika secara luas juga mempertimbangkan 
kebijakan pemerintah yang mungkin dapat mempengaruhi 
usaha debitur. 
f. Constraint 
Analisa atau penilaian mengenai resiko, hambatan-
hambatan yang mana mungkin terjadi yang menyababkan 
pembiayaan tidak dapat diberikan. Misalkan, proyek pom 
bensin yang kawasan sekitarnya merupakan pabrik bahan 
kimia, pembakaran batu bara, bengkel las dan sebagainya. 
g. Syariah  
 Analisis ini bertujuan untuk menegaskan bahwa 
usaha milik debitur yang dibiayai oleh pihak perbankan ini 
syar’i mulai dari akad hingga bagi hasil, mulai dari proses 

































awal produksi pada usaha debitur hingga pada perolehan 
keuntungannya untuk mengembalikan pembiayaan kepada 
pihak bank. Prinsip ini juga dapat dikatakan untuk 
meniadakan riba dalam bentuk apapun, dengan melakukan 
kegiatan usaha atau bisnis yang berdasarkan pada prinsip 
keadian dan keuntungan yang halal, menyalurkan kewajiban 
zakat, melarang monopoli, serta melakukan kerjasama 
untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan 
mengembangkan seluruh aspek kehalalan pada bisnis dan 
investasi yang tidak melanggar syariat islam.22 
 Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN) tentang pembiayan yaitu “Pengelola tidak boleh 
menyalahi hukum syariah dalam tindakan yang 
berhubungan dengan mudharabah.”, juga fatwa yang 
menyebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan yang 
diberikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur 
harus tidak menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakan 
maupun transaksi-transaksi yang lain.23 
Pernyataan tersebut juga diperkuat pada UU No. 7 tahun 
1992 Pasal 8 ayat (1) yang sebagaimana diubah dengan UU 
No. 10 tahun 1998 maupun juga dalam penjelasan 37 UU 
No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.24 
Selain Prinsip-prinsip di atas dalam memberikan 
pembiayaan kreditur juga menggunakan prinsip 3R, yakni :25 
a. Return 
                                                          
22 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4. 
23 DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayan 
Mudharabah (Qiradh)”. 
24 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), h. 42. 
25 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah..., h.117. 

































Return atau pengembalian yang dihasilkan oleh calon 
debitur yaitu ketika pembiayaan telah dimanfaatkan dan 
dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Yang maksudnya 
perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali 
pembiayaan. 
b. Repayment 
Adalah pertimbangan mengenai kemampuan membayar 
pihak debitur, yang juga mencakup kemampuan ketepatan 
pihak debitur dalam membayar kembali pembiayaan sesuai 
tenggat waktu yang disepakati. 
c. Risk Bearing Ability 
Penilaian kesanggupan pihak debitur oleh pihak bank 
mengenai penanganan resiko jikalau dalam tenggat waktu 
pembiayaan terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah 
pihak. 
Kemudian prinsip lain yang digunakan dalam menganalisa kendisi 
debitur sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak bank yaitu :26 
a. Prinsip matching 
Pencocokan atau match atau penyesuaian ialah mengenai 
keharusan penyesuaian antara pinjaman pembiayaan dengan 
aset perseroan yang diabiayai. Ketelitian pihak bank atau 
pihak kreditur dalam pemberian suatu pembiayaan  
b. Prinsip Kesamaan Valuta 
Untuk menghindari gejolak mata uang yang berbeda (nilai 
tukar valas yang berbeda), maka penggunaan dana yang 
didapat suatu kredit harus dalam mata uang yang sama. 
c. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal 
Yaitu pentingnya atau keharusan hubungan yang prudent 
antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. 
                                                          
26 Ibid. 

































d. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset 
Salah satu usaha alternatif yang lain untuk mengurangi pada 
suatu pembiayaan yaitu dengan membandingkan antara 
besarnya aset, yang juga disebut gearing ratio. 
Adapun selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas 
dalam menilai pengajuan pembiayaan menggunakan konsep 7P, 
yaitu :27 
a. Party (para pihak), yang berarti penilaian pada pihak-pihak 
yang terlibat pada proses pembiayaan yang mana disini 
pihak debitur harus memperoleh kepercayaan dari pihak 
bank agar pembiayaan dapat terealisasi. 
b. Personality, hampir sama dengan penilaian pada prinsip 
character, yaitu menilai nasabah atau debitur dari segi 
kepribadiannya, kesehariannya, ataupun track record di 
masa lalunya. 
c. Purpose, pihak bank atau kreditur juga perlu atau bahkan 
harus mengetahui tujuan dari debitur mengajukan suatu 
pembiayaan. Apakan pembiayaan itu digunakan untuk hal-
hal positif misal untuk pengembangan usaha, menaikan 
income perusahaan, atau proyek-proyek lainnya yang 
tentunya tidak melanggar undang-undang maupun hukum 
islam yang dianut oleh bank syariah tersebut. Pastinya pihak 
bank akan mengawasi pembiayaan yang diberikan itu 
apakah sesuai dengan perjanjian akad pembiayaan yang 
telah disepakati atau tidak. 
d. Prospect, penilaian mengenai proyeksi usaha nasabah di 
masa mendatang, apakah usaha tersebut akan berkembang, 
menguntungkan atau tidak. Hal tersebut penting dilakukan 
                                                          
27 Thamrin Abdullah, dkk., Bank Dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2012), h 174-175. 

































guna menghindari resiko kerugian atau gagal bayar apabila 
ternyata usaha yang dibiayai dinilai tidak mampu 
berkembang di masa mendatang. 
e. Payment, penilaian mengenai usaha debitur dalam 
kemampuannya untuk mengembalikan dana pembiayaan ke 
pihak perbankan. 
f. Profitability, menganalisa pengajuan pembiayaan dari laba 
atau keuntungan yang diperoleh dari usaha debitur. 
Penilaian ini biasnya diukur per-periode, apakah usaha yang 
dibiayi itu mengalami peningkatan laba atau mungkin 
cenderung konstan setelah adanya suntikan dana 
pembiayaan. 
g. Protection (perlindungan), yang dimaksud dalam hal ini 
baik pihak debitur maupun kreditur harus sama-sama 
mendapatkan perlindungan atau asuransi, baik perlindungan 
pada dana yang diserahkan pada debitur, maupun aset yang 
menjadi jaminan (agunan) di pihak bank. 
6. Unsur-Unsur Pembiayaan 
Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur yang terdapat pada 
kredit secara umum ada 4, yaitu; kepercayaan, Tenggang 
waktu, Degree of Risk, dan Prestasi.28 Sedangkan menurut 
Kasmir unsur-unsur pembiayaan ada 5, yakni; kepercayaan, 
kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.29 
Berbeda pula dengan Ismail yang menyebutkan bahwa 
unsur-unsur pembiayaan ada 7, yaitu sebagao berikut: 
a. Bank Syariah (Kreditur) 
Lembaga keuangan atau badan usaha syariah yang 
memberikan pembiayaan atau menanamkan dananya 
                                                          
28Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 12-13 
29 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 84-85 

































ke pihak yang memerlukan suntikan dana. (lemaga 
intermediary) 
b. Mitra Usaha atau Partner (Debitur) 
Pihak defisit, pihak yang memerlukan dana 
pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan 
syariah guna mengembangkan usahanya atau tujuan 
lain sesuai dengan kesepakatan diantara dua belah 
pihak. 
c. Kepercayaan 
Amanah, atau keyakinan dari pihak bank (kreditur) 
bahwa debitur mampu mengembalikan pembiayaan 
yang deiberikan sesuai dengan jangka waktu yang 
disepakati. 
d. Akad 
Akad adalah kontrak kesepakatan atau perjanjian 
yang dilakukan antara dua belah pihak, pada 
pembiayaan ini kedua belah pihak yang dimaksud 
ialah bank syariah (kreditur) dan nasabah (debitur) 
e. Risiko 
Kemungkinan keadaan atau kondisi terburuk 
(kerugian) yang dapat terjadi pada pihak bank 
syariah karena dana pembiayaan yang disalurkan 
tidak dapat kembali. 
f. Jangka waktu 
Yaitu periode yang memisahkan antara pemberian 
pembiayaan dengan waktu pengembalian 
pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank 
syariah dengan nasabah (debitur). 
g. Balas jasa 

































Keuntungan dalam jumlah tertentu yang diperoleh 
pihak bank syariah dari debitur sesuai dengan 
kesepakatan atas jasa pemberian pembiayaan. Dalam 
istilah syar’i disebut sebagai bagi hasil. 
7. Resiko-Resiko Pembiayaan 
 Masalah-masalah resiko pembiayaan mungkin dapat 
timbul kapanpun, oleh karena itu lembaga keungan harus 
dalam mengelola dana. Hal ini bertujuan agar dalam proses 
pengelolaan dana oleh pengelola (debitur) dapat terkontrol 
dengan baik dan juga untuk mengurangi terjadinya 
kerugian-kerugian misalkan pembiayaan bermasalah. Oleh 
sebab itu sebuah lembaga keuangan hendaknya memiliki 
tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu :30 
a. Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah 
disalurkan ke masyarakat dapat ditarik kembali 
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat 
berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan 
cepat 
c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi 
yang tepat. 
 
B. Potensi Pembangunan daerah 
1. Model Pembangunan Desa 
 Kemakmuran suatu wilayah merupkan dampak dari 
pesatnya pembangunan ekonomi. Jika meninjau mengenai 
pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak dapat lepas 
dari wilayah pedesaan, dan pesisir. Hal tersebut disebabkan karena 
                                                          
30 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), h. 
163. 

































sebagian besar penduduk di negara berkembang bermukim di 
daerah pedesaan dan pesisir yang secara ekonomi mayoritasnya 
masih dalam kondisi kekurangan. Di luar itu, wilayah pedesaan 
karena lokasinya yang jauh dari pusat kota atau pembangunan 
dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya 
kesempatan kerja diluar pertanian, dan jauh dari pasar.31 Dan 
karena kondisi tersebut, tidaklah mungkin menyelenggarakan 
pembangunan di negara berkembang tanpa melibatkan wilayah 
pedesaan.  
 Wilayah pedesaan didunia ketiga (sebutan untuk negara 
berkembang, negara non blok) biasanya dideskripsikan sebagai 
tempat bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. 
Sedangkan pada pengertian sempitnya, desa merupakan suatu 
masyarakat tani (para petani) yang mencukupi untuk hidup sendiri 
(swasembada).32  
 Di dunia ketiga, proporsi total penduduk yang tinggal di 
pedesaan biasanya juga lebih besar daripada di negara-negara 
maju. Hal tersebut tidaklah sulit dipahami karena intensitas sektor 
pertanian di negara dunia ketiga (negara berkembang) masih 
tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Akan tetapi, di 
negara berkembang, meskipun sebagian besar penduduk berkerja 
di sektor pertanian, namun sumbangan terhadap GDP (Gross 
Domestic Product) lebih banyak diperoleh dari sektor 
perindustrian dan jasa. Sehingga secara umum terdapat hubungan 
yang terbalik antara proporsi penduduk yang tinggal didaerah 
dipedesaan dan per kapita GDP atau PDB. Walaupun seperti itu, 
dalam 25 tahun terkhir ini di dunia ketiga terdapat fenomena 
penurunan yang cukup nyata terhadap proporsi penduduk yang 
                                                          
31 Ahmad Erani Yustika, “Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia. 
(Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h. 27 
32 J.H. Boeke. “Prakapitalisme di Asia”, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 16 

































tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini juga menjadi konsekuensi dari 
semakin beragamnya kegiatan ekonomi yang tidak bertumpu 
hanya pada sektor pertanian, dan biasanya itu terjadi pada wilayah 
perkotaan. Pada perspektif ini, kita dapat memahami apabila 
negara-negara dengan pendapatan perkapita paling rendah 
biasanya mengalami perubahan yang paling kecil pula.33 Begitulah 
gambaran umum wilayah pedesaan dengan dinamika 
penduduknya. 
 Jika ditinjau pada perspektif pembangunan, salah satu 
peneliti di Hindia Belanda yaitu Boeke menyimpulkan bahwa 
perekonomian di Indonesia(Hindia Belanda), Pulau Jawa pada 
khususnya, terbagi atas dua sektor yaitu tradisional dan modern 
yang tidak saling berhubungan. Agar dapat mengatasi ketidak-
seimbangan akibat perekonomian dualistik tersebut, menurut 
Boeke, sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif 
ekonomi dan peningkatan teknologi produksi, walaupun hasilnya 
tidak akan terlihat secara langsung. Berbeda dengan Geertz yang 
menyatakan segala jenis perbaikan apapun tidak akan berhasil 
dilakukan. Menurut Scott, masalah yang terjadi pada masyarakat 
pedesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan 
kebersamaan ketimbang persaingan. Karena prinsip moral lebih 
condong dan dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga 
pendekatan ekonomi akan sulit direalisasikan pada masyarakat 
pedesaan. 
 Ketidakmampuan menangkap kultur dan nilai-nilai 
masyarakat desa inilah yang membuat banyak kebijakan 
pembangunan pedesaan gagal diterapkan di lapangan.34 
Pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk menyeimbangkan 
                                                          
33 Chris Dixon. “Rural Development in Thrid World”, (London: Routledge, 1990), h. 1-2 
34 Marshus Bun-Yanin, “Industri Pedesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi 
Pendapatan”, dalam Prisma, No. 8, (1995), h. 20-21. 

































antara mempertahankan nilai-nilai pedesaan dan tren modernisasi 
kehidupan.35 Dapat disimpulkan bahwa pembangunan pedesaan 
merupakan perbaikan dari semua segi ekonomi dan kesejahteraan 
sosial, penduduk desa dan kelembagaan sosial. 
 
2. Perkembangan Sektor Pertanian 
 Proses pembangunan di nusantara sejak awal memang telah 
menargetkan pergeseran sektor ekonomi yang pada awalnya terkonsentrasi 
pada sektor pertanian secara luas (pertanian, perkebunan, peternakan, 
perikanan, dan kehutanan) ke sektor industri atau jasa, yang kemudian 
lebih dikenal dengan istilah strategi industrialisasi, dalam kurun waktu 
yang singkat, industrialisasi tersebut telah menunjukan pencapaian yang 
menggembirakan, seperti adanya ekspansi investasi di sektor industri, 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita, dan 
lapangan kerja yang bervariasi. Oleh karena itu jika pembangunan 
dimaksudkan untuk menyejahterahkan kehidupan rakyat, maka dalam 
pelaksanaannya harus ditekankan pada wilayah pedesaan, terutama yang 
ikut andil dalam pertanian. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar 
masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian itu. Kemudian proses 
reformasi ekonomi juga telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam 
orientasi organisasi dan perdagangan sektor pertanian di berbagai pasar 
negara berkembang. Salah satunya merupakan perkembangan sektor 
pertanian yang bercabang menjadi dua, yaitu sektor pertanian tradisional 
dan sektor pertanian modern.36 
 Telah lebih dari dua dekade eksistensi sektor pertanian dan 
kehutanan di Indonesia kian terpinggirkan. Pada skala makro, realitanya 
tidak hanya dapat kita lihat dari kontribusinya kepada pendapatan nasional 
                                                          
35 Ibrahim, et al., How Rural Agricultural Development Projects(Animal Produvtion) Can Use 
Projects Benefits for Improving The Economics States of Farmers. Procedia Economics and 
Finance 8, (2014), h. 485 
36 Banerje dan Nag, “FDI, Unemployment, and Welfare in the Presence of Agricultural Dualism: 
A Three-Sector General Equilibrium Model”, Pakistan Development Review, 42:2(2010), h. 119. 

































(PDB) yang semakin mengecil, tetapi juga kerusakan alam akibat 
eksploitasi yang berlebihan, terutama di sektor kehutanan. Sedangkan pada 
skala mikro, hubungan pada pihak-pihak ekonomi di sektor pertanian dan 
kehutanan lebih timpang rugi di sektor hulu (petani, peternak, nelayan, dan 
masyarakat) karena pembagian nisbah ekonomi yang sering memberatkan 
sepihak. 
 
3. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 
 Beberapa sasaran penting dari pembangunan ekonomi adalah tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, selain dari aspek pemerataan dan 
stabilitas ekonomi. Pengertian pemerataan menurut Nazara adalah setiap 
komponen yang relevan di dalam perekonomian itu memiliki kemampuan 
untuk mempekerjakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimilikinya.37 
Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang dipandang penting karena 
didalamnya secara implisit menunjukkan kinerja ekonomi secara 
keseluruhan, seperti jumlah output, tingkat investasi, penyerapan tenaga 
kerja, serta peningkatan pendapatan nasional.38 
 Pembangunan ekonomi Jawa Timur saat ini tak terlepas dari 
kemampuannya untuk terus mengelola dan mengembangkan potensi-
potensi ekonomi yang ada demi meningkatkan pendapatan perkapita 
daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Timur dikemudian hari 
diupayakan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh 
dengan bertumpu pada pembangunan keunggulan kompetitif 
perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya 
manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 39  Adisasmita mengemukakan gagasan dalam mengurangi 
                                                          
37 Nazara Suahasil, “Pemerataam Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi 
Struktural Pembangunan ekonomi Indonesia Masa Depan”, Jurnal Ekonomi Pembangunan 
Indonesia, No. 1, Vol. 11 (2010), h. 104 
38 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan, Paradigma Teori, dan Kebijakan, (Malang: PT. 
Gelora Aksara Pratama, 2013), h. 180. 
39 Mudrajad Kuncoro, Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan 
Kawasan?, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 45. 

































kesenjangan atau ketimpangan antar daerah yaitu dengan melakukan 
kerjasama antar daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya 
maupun dengan berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa 
dari luar daerah, yang sepantasnya menjadi perhatian dalam pengembangan 
potensi masing-masing wilayah pengembangan melalui perbaikan 
pembangunan sektoral yang bertumpu pada pembanguanan pusat-pusat 
pertumbuhan. 40  Agar semua itu dapat terwujud, maka diperlukan 
kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk mencapai 
pembangunan yang mantap (steady), menurut Blakely (Blakely, 1994, p.xv 
dalam Stimson, et.al, 2006:113) dalam kutipannya yaitu : 
 “pembangunan ekonomi wilayah merupakan suatu  proses dimana 
pemerintah daerah atau lembaga  yang berbasis masyarakat terlibat 
langsung untuk menstimulasi atau mempertahankan kegiataan usaha 
dan pekerjaan.”41 
 Sedangkan kunci pembangunan ekonomi lokal menurut Tambunan 
ialah membangun jaringan pasar diberbagai sektor potensial juga terpilih, 
jadi pada umumnya keberhasilan kemajuan negara Asia Timur dalam 
mentransformasi ekonomi, dari ekonomi agraris ke industri karena adanya 
hubungan komplementer anatara pihak pemerintah dan pihak swasta.42 
Yang dimaksud hubungan komplementer adalah memberi peranan yang 
tepat pada pemerintah yang sesuai dengan peranan terbaik dilakukannya 
dan juga peranan sektor swasta untuk menjamin terlaksananya 
pembangunan daerah secara integral dan menyeluruh. 
 Dalam teori pertumbuhan yang baru (teori endogen), pertumbuhan 
ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Kemajuan teknologi 
merupakan hal yang endogen, dimana pertumbuhan merupakan bagian dari 
                                                          
40 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006), h. 253. 
41 Robert J. Stimson, and Roger R. Stough, as well Brian H. Roberts, Regional Economic 
Development Analysis and Planning Strategy, Second Edition, (New York: Springer Berlin 
Heidelberg, 2006), h. 113 
42 Mangara Tambunan, Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2010), h. 53. 

































keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi pengetahuan. Dalam 
hal ini peran modal lebih besar daripada sekedar bagian pendapatan apabila 
modal yang tumbuh tidak hanya modal fisik tetapi juga menyangkut modal 
manusia. Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan 
ekonomi.43 Banyak studi empiris yang mengaitkan antara kualitas SDM 
dengan pertumbuhan, seperti yang dikemukakan Barro (1991) serta 
Mankiw, Romer, dan Weil (1992) yang menyatakan partisipasi pendidikan 
dan investasi yang cukup besar untuk pendidikan pada tahun 1960-an 
merupakan faktor penting dalam menjelaskan variasi pertumbuhan selama 
30 tahun. 44  Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan 
ekonomi adalah suatu proses dinamis yang ditandai dengan adanya inovasi 
dan perubahan teknologi sebagai variabel endogen yang berkembang dan 
disertai dengan akumulasi modal, perubahan struktur ekonomi, reformasi 
kelembagaan, diversifikasi output, peningkatan investasi melalui 
optimalisasi penggunaan sumber daya yang terdapat di masing-masaing 
daerah sesuai dengan potensi wilayahnya untuk mencapai tingkat 
pertumbuhan pembangunan yang sustainable dengan ditandai penurunan 
angka pengangguran, kemiskinan, serta meningkatnya pendapatan riil 
sesuai dengan peran masing-masing pihak tersebut. 
 Sehingga secara garis besar pertumbuhan ekonomi merupakan 
suatu tolak ukur dari suatu daerah, yang melalui pembentukan institusi-
institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan 
kapasitas tenaga kerja yang ada guna menghasilkan produk dan jasa yang 
lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, 
serta pengembangan usaha-usaha baru.45 
 
4. Perencanaan Pembangunan Daerah 
                                                          
43 Gregory Mankiw, Makroekonomi, Edisi keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 89. 
44 Bambang Prijambodo, Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi 
Kebijakannya, No. 004 (Publikasi FE-UI, 1995), h. 72. 
45 Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 116. 

































Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan 
secara sengaja oleh pemerintah guna mengkoordinasi segenap 
proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta 
untuk mengarahkan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk 
mengendalikan tingkat pertumbuhan variabel-variabel ekonomi 
pokok dari suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan 
pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.46 Menurut 
Januar ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha 
pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pada umumnya berkaitan 
dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan.47 
Selain itu ciri-ciri pembangunan menurut Tjokroamidjojo yaitu:48 
a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang 
dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan 
sosial ekonomi yang tetap. Hal tersebut dicerminkan dalam 
usaha peningkatan produksi nasional, yaitu berupa tingkat 
laju pertumbuhan ekonomi yang positif. 
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan 
pendapatan perkapita. 
c. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang 
mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju 
sektor ekonomi industri 
d. Adanya perluasan kesempatan kerja 
e. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang 
lebih menunjang kegiatan pembangunan 
f. Upaya membangun secara bertahap berdasarkan kemampuan 
nasional 
g. Usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi 
                                                          
46 Micahel P. Todaro, dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi kesembilan, (Jakarta: 
Erlangga, 2008), h. 67. 
47 Jani Januar MT. Perencanaan Pembangunan Wiayah Teori, Konsep, dan Implementasi, 
(Jember, 2006), h. 28. 
48 Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: Masagung, 1993), h. 87 

































 Perencanaan merupakan alat yang penting dalam 
menuntun serta mempercepat pertumbuhan ekonomi disebagian 
besar negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu 
perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa 
yang harusnya dilakukan dan apa yang mungkin dapat dilakukan 
dengan menggunakan sumber daya pembanguan  yang ada dengan 
sebaik mungkin. Pada dasarnya terdapat dua kondisi ang 
memperngaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yang 
pertama yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan dalam 
maupun luar negeri, dan yang kedua, kenyataan bahwa 
pererkonomian daerah dalam suatu nergara dipengaruhi oleh setiap 
sektor secara berbeda.49 Sebagi contoh beberapa daerah atau 
wilayah yang mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya, 
sedangkan wilayah yang lain justru mengalami penurunan. Dan 
itulah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah 
dalam memahami arah dan makna pembangunan daerah.  
 
5. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah 
Pengembangan wiayah merupakan strategi dalam 
mengombinasikan dan memanfaatkan faktor internal dan faktor 
eksternal yang ada sebagi potensi dan peluang yang dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi ekonomi wilayah 
yang juga adalah fungsi kebutuhan baik secara internal maupun 
eksternal. Sedangkan pembangunan daerah merupakan bagian 
integral dari pembanguan nasional yang tidak dapat dilepaskan 
dari prinsip otonomi daerah.50 Potensi ekonomi daerah merupakan 
kemampuan ekonomi yang terdapat di masing-masing daerah yang 
mungkin layak dikembangkan sehingga akan erus berkembang 
                                                          
49 Mudrajad Kuncoro, Perencanaan Daerah,..., h. 45. 
50 H. A. W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 27. 

































menjadi sumber penghidupan rakyat lokal bahkan mungkin juga 
dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk 
berkembang dengan mandiri dan berkesinambungan.51 
Sektor ekonomi unggulan atau sektor ekonomi potensial 
adalah kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai 
potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian 
suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam suatu 
keterkaitan baik secara langsung maupun tak langsung.52 Dengan 
mengetahui prioritas sektor unggulan antar wilayah 
pengembangan maka akan membuat pertumbuhan ekonomi daerah 
dapat mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga menyumbang 
pemerataan hasi-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat.53 Pada 
masa ini optimalisasi pembangunan daerah sangat ditentukan oleh 
kapasitas dan kapabilitas sumber daya ekonomi (SDA dan SDM) 
yang menghasilkan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal 
dasar pembangunan ekonomi wilayah. 
Strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada 
pengembangan sumber daya sumber daya manusia sangat relevan 
dan sesuai dengan kondisi serta karakter pembangunan ekonomi 
wilayah. Yang artinya konsep pengembangan potensi wilayah 
bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara pertumbuhan 
dan ketimpangan antar wilayah. Dalam Undang-undang Nomor 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang 
kesatuan gegrafis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya 
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
                                                          
51 Soeparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keungan dan Pembangunan Daerah, Edisi pertama, 
(Yogaykarta: Andi, 2002), h. 78. 
52 Tjokroamidjojo, Otonomi Daerah dan... , h. 74.  
53 Ahmad Erani Yustika, Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan, (Malang: 
Bayumedia, 2005) 

































administrasi dan atau aspek fungsional. Terdapat tiga tipe 
wilayah, yaitu:54 
a. Wilayah Fungsional, suatu wilayah yang terdiri dari komponen 
yang saling berinteraksi dan melengkapi 
b. Wilayah Homogen, wilayah yang dibagi berdasarkan 
kemiripan aspek tertentu seperti sumber daya alam (iklim dan 
sumber mineral), sosial (agama, suku dan budaya). Dan 
ekonomi (mata pencaharian). 
c. Wilayah administratif, merupakan wilayah yang dikaitkan 
dengan pemerintah dalam pengelolaan organisasi 
pemerintahan. Wilayah administratif dibagi menjadi wilayah 
provinsi, wilayah kecamatan, dan wilayah pedesaan. 
 Selain itu menurut Asryad ada empat peranan yang dapat 
diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan 
daerah, yaitu entrepreneur, coordinator, fasilitator stimulator.55 
Aspek-aspek lain yang juga harus turut didorong adalah :56 
a. Pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi yang telah leading 
dlam kontribusi PDRB 
b. Pertumbuhan seluruh sektor ekonmi sebagai bagian dai 
strategi pertumbuhan ekonomi yang berimbang 
c. Pertumbuhan produksi pada sektor ekonomi strategi, yaitu 
yang memiliki: Backward linkages (pengaruh keterkaitan 
kebelakang), tingkat rangsangan yang diciptakan oleh 
pembangunan suatu industri terhadap perkembngan industri-
industri yang menyediakan input bahan baku bagi industri 
tersebut.; Forward linkages (keterkaitan kedepan), tingkat 
                                                          
54 SBM Nugroho, Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal, 
Dinamika Pembangunan, No. 1, (2004) h. 23-30 
55 Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h. 120 
56 Rudi Wibowo, dan Jani Januar, Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah, (Jember),  

































rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri 
terhadap perkembangan industri-industri yang menggunakan 
produk industri yang pertama sebagai input bahan baku 
mereka.; Indirect linkage; Indirect forward linkage; Output 
multiplier; Employment multiplier 
d. Memberikan prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi 
yang berorientasi ekspor 
Dampak globalisasi dan perubahan peran ekonomi regional dalam 
suatu negara menyebabkan suatu kekhawatiran dalam mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan, maka kebijakan pembangunan 
dan perumusan strategi sangatlah penting, terlebih juga harus 
memperhatikan faktor-faktor seperti :57  
a. Menghimpun kemampuan utama 
b. Membangun modal sosial 
c. Membangun strategi kepemimpinan 
d. Mengelola sumber daya 
e. Membangun intelegensi pasar 
f. Menyediakan infrastruktur strategis 
g. Mengembangkan kemampuan manajemen resiko 
h. Memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan kedalam strategi 
pembangunan ekonomi daerah 
Pembangunan berkelanjutan juga harus peduli dengan tindakan 
yang mengakibatkan efek sebab-akibat kumulatif positif, seperti 
proyek-proyek dan program-program yang ditetapkan yang 
meningkatkan imbal-hasil investasi modal.58 
 
                                                          
57 Robert J. Stimson, and Roger R, as well Brian H. Robert, Regional Economic ..., h. 46. 
58 Ibid., h. 89. 

































C. Strategi  
1. Strategi 
Strategi adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan 
yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya 
adalah kemenangan.59 Sedangkan menurut Wibisono, strategi 
merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama 
perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan saling 
mengikat.Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara 
umum untuk mencapai misi yang di canangkan serta bagaimana 
perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut.60 
Disamping itu, dari pengertian manajemen strategik 
tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai 
berikut : 
a. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan 
dalam rencanastrategik dan rencana operasional dan program kerja. 
b. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka 
panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka 
menengah dan programprogram kerja untuk rencana jangka pendek 
c. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk 
merumuskan rencanastrategis. 
d. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi 
program-programoperasional dengan sasaran jangka pendek. 
e. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan 
manajemenpuncak. 
Proses pengembangan strategi dimulai dari pengembangan 
strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup (survival). 
Berdasarkan strategi korporat ini strategi unit bisnis dengan fokus pada 
Competitive Advantage, kepemimpinan, biaya diferensiasi mengenai 
produk, dan fokus pada biaya maupun diferensiasi, disusun. Yang terakhir 
                                                          
59 Sedarmayanti, Manajemne Strategi, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 2 
60 Dermawan Wibisono, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Erlangga, 2006), 50 

































adalah penyususnan stratgei operasional dengan fokus pada prioritas 
persaingan, biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman.Penerapan strategi 
operasional ini berupa pengembangan struktur dan infrastruktur. 
Selanjutnya, jika perusahaan menerapkan seluruh strategi operasional, ia 
akan memperoleh keluaran berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan 
harapan konsumen. Strategi suatu perusahaan bersifat dinamik dan ia 
muncul sedikit demi sedikit, sewaktu perusahaan yang bersangkutan 
berkembang maka perlu direvisi, sewaktu pimpinan perusahaan yang 
bersangkutan melihat adanya peluang-peluang untuk melaksanakan 
perbaikan-perbaikan atau munculnya sesuatu kebutuhan untuk 
menyesuaikan pendekatan-pendekatan bisnis terhadap kondisi-kondisi 
yang berubah. 
Komponen strategi operasional dibuat untuk mendukung 
penerapan misi dan strategi perusahaan yaitu sebagai berikut:61  
a. Strategi Kualitas 
Perusahaan harus menentukan persepsi konsumen mengenai kualitas 
yang diharapkan.Ia juga harus merumuskan secara jelas kebijakan serta 
prosedur untuk mencapai kualitas seperti yang diharapkan oleh 
konsumen agar ia dapat bersaing untuk memperoleh keunggulan 
bersaing. Misalnya keunggulan bersaing dalam hal desain yang 
fleksibel, kualitas yang baik dan konsisten, kecepatan pelayanan, harga 
relatif rendah, dan variasi produk. 
b. Strategi Produk 
Strategi mengenai produk sanagt tergantung pada proses transformasi. 
Strategi ini meliputi biaya produksi, kualitas dan keputusan 
penggunaan sumber daya manusia, dan interaksi dengan desain produk. 
c. Startegi Proses 
                                                          
61 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. (Jakarta: Gramedia. 2011). 
58-66 

































Proses produksi setiap produksi berbeda. Pengambilan keputusan 
terhadap proses menyangkut komitmen yang diambil oleh pihak 
manajemen. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah 
teknologi yang digunakan, kualitas, pendayagunaan tenaga kerja 
manusia dan peralatan. Semua biaya-biaya atau investasi yang akan 
ditanam sangat tergantung pada struktur biaya perusahaan. 
d. Strategi Fasilitas 
Pengambilan keputusan mengenai fasilitas baik pada industri 
manufaktur maupun pada industri jasa sangat menentukan tingkat 
keberhasilan perusahaan. Strategi mengenai fasilitas akan gagal jika 
perusahaan tidak mengetahui semua peluang untuk meningkatkan 
efisiensi operasional dan fasilitas yang ada. Perusahaan juga perlu 
mengetahui pengaruh potensi fasilitas yang akan mempengaruhi 
tingkat persaingan. Fasilitas industri pada umumnya membutuhkan 
biaya yang sangat besar sehingga hal itu perlu direncanakan secara 
teliti. Keputusan penyediaan suatu fasilitas dibuat berdasarkan 
perubahan kondisi atau sebagai reaksi terhadap tingkat 
persaingan.Artinya, strategi mengenai fasilitas merupakan tindakan 
yang bersifat proaktif dari keseluruhan startegi operasional, karena 
strategi ini memerlukan pengukuran baiya, produktivitas, dan 
implikasi persaingan suatu perusahaan. 
2. Pemasaran 
Pemasaran (marketing) adalah Pemasaran merupakan 
suatu proses kegiatan sosial, budaya, politik, ekonomi dan 
manajerial.62 Pengertian lain menjelaskan bahwa pemasaran dalah 
suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan 
apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui proses 
penciptaan, penawaran dan pertukaran produk serta pelayanan 
                                                          
62 Ibid,, 48 

































secara bebas dengan orang lain.63 Strategi pemasaran pada 
dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadau dan menyatu 
dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan 
yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran 
dari suatu perusahaan. Dengan kata lain strategi pemasaran adalah 
serangkaian tujuan atau sasaran, kebijakan dan aturan yang 
memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari 
waktu-kewaktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 
alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam 
menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu 
berubah.64 Strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa 
lingkungan dan internal perusahaan melalui analisa keunggulan 
dan kelemahan perusahaan, serta analisa kesempatan dan ancaman 
yang akan dihadapi perusahaan dari lingkungannya. Selain itu 
strategi yang telah dijalankan harus dinilia kembali, apakah masih 






                                                          
63 Sunny T.H. Goh, Khoo, Kheng-Hor, Marketing Wise, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 
2005), 4  
64 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 2.   




































PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH 
DALAM MENINGKATKAN POTENSI AGRIFISH DI 
SIDOARJO  
 
A. BRI Syariah KC Sidoarjo 
1. Gambaran Umum BRI Syariah Sidoarjo 
 Bank BRI Syariah merupakan akuisisi yang dilakukan oleh P>T 
Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada 1 Desember 2007, 
kemudian BRI Syariah memperoleh izin operasi dari Bank Indonesia pada 
tanggal 16 Oktober 2008, dan mulai beroperasi pada 17 November 2008. 
Pada 1 Januari 2009 BRI Syariah resmi melakukan spin off yang 
penandatanganannya dilakukan oleh Direktur Utama PT. BRI (Persero) 
bapak Sofyan  Basir dan Direktur Utama BRI Syariah bapak Ventje 
Rahardjo.1  
 Kemudian BRI melebarkan usahanya dengan mendirikan berbagai 
kantor cabang dan kantor cabang pembantu di berbagai wilayah di 
Indonesia, salah satunya adalah BRI Syaria kantor cabang pembantu di 
Sidoarjo. Pada mulanya BRI Syariah di Sidoarjo didirikan pada tahun 
2010 merupakan kantor cabang pembantu yang lokasinya masih 
menumpang dengan gedung BRI Konvensinal. Kemudian berpindah 
tempat di Jl. Jenggolo yang bersebelahan dengan AJBS dengan status 
masih tetap sebagai kantor cabang pembantu, namun setelah 1 April 2014 
BRI Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah resmi menjadi BRI Syariah 
Cabang Sidoarjo. Kemudian untuk transisi kepemimpinan di BRI Syariah 
cabang Sidoarjo dilakukan setiap dua tahun sekali, sedangkan untuk staf 
                                                          
1 Bank BRI Syariah, https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, diakses pada 01 
Januari 2019 

































dan pegawai tidak ada transisi hanya ada mutasi sesuai perintah BRI 
Syariah pusat. 
 
2. Visi dan Misi BRI Syariah 
a. Visi BRI Syariah 
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 
untuk kehidupan lebih baik 
b. Misi BRI Syariah 
1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 
kebutuhan finansial nasabah 
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
3) Memberikan akses ternyaman melalui berbagai sarana 
kapanpun dan dimanapun 
4) Memnugkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 












































3. Struktur Organisasi 
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Sidoarjo 
Sumber : Data Kepegawaian tahun 2017 BRI Syariah Sidoarjo 
 
4. Produk dan Aplikasi Akad Pembiayaan 2 
1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRI Syariah iB 
DESKRIPSI 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk 
memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan 
mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya 
secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di 
muka dan dibayar setiap bulan 
MANFAAT 
                                                          
2 BRI Syariah, “Produk Perbankan”, 
https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal, diakses 1 Januari 2018  

































a) Skim pembiayaan adalah jual beli (MURABAHAH), adalah akad 
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah 
(fixed margin) 
b) Uang muka ringan 
c) Jangka waktu maksimal 15 tahun 
d) Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu 
e) Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 
 
TUJUAN 
a) Pembelian Property, terdiri dari pembelian sbb : 
i. Rumah ready stock atau dalam proses pembangunan oleh 
developer (indent) 
ii. Rumah Bekas/Second 
iii. Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu 
iv. Rumah kantor (Rukan) dengan syarat tertentu 
v. Apartemen strata title dengan syarat tertentu 
vi. Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik developer 
atau non developer 
b) Pembangunan/Renovasi Rumah 
i. Bahan bangunan untuk pembangunan 
ii. Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi 
c) Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari : 
Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional 
SYARAT DAN KETENTUAN : 
i. Persyaratan Umum Nasabah 
• WNI 
• Karyawan tetap dengan  pengalaman kerja minimal 2 
tahun 

































• Wiraswasta dengan  pengalaman usaha minimal 3 tahun 
• Profesional dengan  pengalaman praktek minimal 2 tahun 
• Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 
tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 
tahun untuk wiraswasta dab profesional 
• Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah 
• Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi 
Jiwa 
• Memiliki atau bersedia membuka rekening 
tabungan  pada Bank BRI SYARIAH 
ii. Persyaratan Dokumen Nasabah 
• Karyawan dengan penghasilan tetap 
1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 
2. Kartu Keluarga dan Surat Nikah 
3. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji 
4. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir 
5. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta 
• Wiraswasta 
1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 
2. Kartu Keluarga dan Surat Nikah 
3. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir 
4. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir 
5. Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan 
terakhir, TDP, SIUP, NPWP) 
6. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta 
• Profesional 
1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 
2. Kartu Keluarga dan Surat Nikah 
3. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir 
4. Izin praktek yang masih berlaku 

































5. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta 
iii. Persyaratan Jaminan 
Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM), Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), PBB terakhir 
A.     Plafon Pembiayaan 
• Minimal Rp 25.000.000,- 
• Maksimal Rp 3.500.000.000,- 
B.    Bank Finance (Pembiayaan Bank) 
1. Pembelian Rumah 
 Baru, maksimum 90% dari penawaran developer atau 
nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau 
Harga Jual Rumah, mana yang lebih rendah 
 Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan 
penilai jaminan Bank) 
2. Pembangunan Rumah 
 Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya, selama 
tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan 
 Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal 
selama 6 bulan 
3. Renovasi Rumah 
 Maksimum 100% dari Rencana Anggaran Biaya selama 
tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan 
 Penarikan secara bertahap berdasarkan progress, 
maksimal 6 bulan 
4. Take Over Pembiayaan Rumah 
 100% dari Outstanding pembiayaan Bank 
Konventional/Bank Syariah dan/atau 80% dari nilai pasar 
yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang 
terendah) 
5. Pembiayaan Tanah 

































 maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 
(developer) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank dengan pembatasan bahwa untuk tanah real 
estate, harus dengan developer yang sudah bekerjasama 
dengan Bank 
 maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank untuk tanah yang di luar perumahan/RE 
6. Pembiayaan Apartemen 
 maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 
(developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank 
 maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank 
7. Pembelian Ruko/Rukan 
 maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 
(developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank 
 maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank 
C.    Jangka Waktu 
1. Minimum 12 bulan 
2. Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan : 
 Pembelian Rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi 
atau indent) dan rumah bekas pakai (second) 
 Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Rumah 
Baru 
 Maksimum 10 tahun untuk : 
1. Pembelian Apartemen 
2. Pembelian Rumah Toko dan Rumah Kantor 
3. Pembelian bahan bangunan untuk Renovasi Rumah 
4. Take Over Pembiayaan Rumah 
D.  Biaya yang dibebankan kepada Nasabah 

































1. Biaya Administrasi 
2. Biaya Notaris 
3. Biaya Asuransi 
• Asuransi Jiwa Pembiayaan, premi asuransi di bayar di 
muka, sesuai jangka waktu pembiayaan 
• Asuransi Kebakaran, , premi asuransi di bayar di muka, 
sesuai jangka waktu pembiayaan 
• Biaya Appraisal dan materai 
Qardh Beragun Emas 
Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi 
memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak 
ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, 
aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda 
Manfaat 
Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan 
sesuai syariah Fasilitas. 
Persyaratan mudah dan proses cepat 
• Jenis emas yang dapat digadaikan : perhiasan ataupun emas 
batangan (LM atau lokal) 
• Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang 
• Biaya administrasi ringan dan terjangkau bersadarkan berat emas 
• Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat 
pelunasan pinjaman 
• Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat 
diperpanjang 2 kali 
• Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan 
• Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalti 
• Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah 
• Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai 



































• Membuka Rekening Tabungan BRISyariah iB (jika belum 
memiliki) 
Tabel 3.1  
Biaya Administrasi  
No Berat Emas Biaya Admin 
1 < 50 gr Rp 20,000 
2 ≤50 gr – < 100 gr Rp 40,000 
3 ≤100 gr – < 250 gr Rp 75,000 
4 ≤250 gr Rp 100,000 
Sumber : Produk Akad BRI Syariah KC Sidoarjp 
2) Pembiayaan Mikro 
BRISyariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen 
mikro yakni Micro 25, Micro 75 dan Mikro 500. 
 
 
Tabel 3.2  
Segmen Mikro 
Produk Plafond (juta) Tenor 
Mikro 25iB 5-25 3-12 bulan 
Mikro 75iB 5-75 6-60 bulan* 
Mikro 200iB >75-200 6-60* 
KUR s.d. 25 6-60 
*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus 
Sumber : Produk Akad BRI Syariah KC Sidoarjo 
 


































Persyaratan Dokumen (Umum) 
Produk Mikro 25Ib Mikro 75iB Mikro 
500iB 
FC KTP Calon Nasabah & Pasangan V v v 
Kartu Keluarga & Akta Nikah V v v 
Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan) V v v 
Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha V v v 
Sumber : Produk Akad BRI Syariah KC Sidoarjo 
 
Sumber : Produk Akad BRI Syariah KC Sidoarjo 
 
Persyaratan Umum : 
1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia diatas >18 tahun 
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah 
4. Lama usaha calon nasabah : 
• Untuk Mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun 
• Untuk Mikro 25iB, lama usahaa minimal 3 tahun 
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi 
Tabel 3.4 
Persyaratan Dokumen Khusus 
Produk Mikro 25iB Mikro 75iB Mikro 500iB 
Jaminan * X V v 
NPWP ** X V v 
*Tanah dan Bangunan, Tanah Kosong, Kendaraan, Kios atau Deposito 
**Untuk pembiayaan di atas 50juta 

































6. Memiliki usaha tetap 
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau 
anak kandung 
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku 
 
3) Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) 
Manfaat 
Memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja 
regular maupun musiman 
Keuntungan 
Struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
jadwal Pembayaran berdasarkan cashflow yang disepakati bersama 
Persyaratan 
Data legalitas perusahaan, akta pendirian dan perubahan, SIUP, 
NPWP, TDP, perijinan dan data lain yang diperlukan, data keuangan, 
laporan keuangan, rekening Koran, data keuangan lain, informasi 
kebutuhan modal kerja, data lain bila diperlukan 
4) Pembiayaan Investasi 
Manfaat 
Memenuhi kebutuhan investasi nasabah 
Keuntungan 
 Pembelian investasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
cashflow perusahaan 
Persyaratan 
Data legalitas perusahaan, akta pendirian dan perubahan, SIUP, 
NPWP, TDP, perijinan dan data lain yang diperlukan, data keuangan, 
laporan keuangan, rekening koran, data keuangan lain, data investasi 
yang diperlukan, barang yang dibeli, feasibility study, data lain bila 
diperlukan 
 

































B. Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Agrifish  
 Perkembangan pertanian merupakan suatu proses perubahan sosial, 
dimana tingkat kesejahteraan petani akan berdampak pada pengembangan 
potensi sumber daya manusia kontribusi pendapatan nasional. Salah satu 
permasalahan ekonomi adalah munculnya dampak akibat industrialisasi 
yang tidak mencakup pertanian. Ini jelas terlihat pada laju pertumbuhan 
sektor agrifish yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. 
Akan tetapi sumbangan PDB sektor agrifish setiap tahunnya tetap 
mengalami peningkatan seperti pada tahun 2014 sebesar 13,94% dan pada 
tahun 2015 mencapai 13,98% yang menunjukan  sektor pertanian masih 
menjadi sektor basis yang memiiki keunggulan kompetitif. 
 
Tabel 3.5. 
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB 
Sumber : Badan Pusat Statitistik (data diolah) 
 





13,90 13,94 13,98 
2 
Pertambangan dan  
Penggalian 








11,39 11,45 11,46 
5 Konstruksi 13,56 13,63 13,69 
6 
Perdagangan 
Besar dan Eceran 




13,39 13,47 13,56 




11,35 11,42 11,49 
10 Lain-lain 11,72 11,81 11,88 
Produk Domestik Bruto 
(dalam persen) 
130,63 131,2 131,62 

































 Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa dari interval tahun 
2013-2015 sektor agrifish masih belum menunjukkan kenaikan yang 
signifikan. Adapun penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak 
bank syariah ke sektor pertanian juga masih tergolong rendah. 
Tabel 3.6 
Pembiayaan Bank Umum dan Unit Usaha Syariah 
No. Sektor Ekonomi 2013 2014 2015 
1 
Pertanian, kehutanan, peternakan, 
perikanan 
1.15 8.52 8.98 
2 Pertambangan 1.10 8.43 8.72 
3 Perindustrian 1.80 9.50 9.80 
4 Listrik, gas, dan air 1.54 8.61 8.77 
5 Konstruksi 2.09 9.36 9.32 
6 Perdagangan, restoran dan hotel 2.66 10.03 10.17 
7 Pengangkutan, pergudangan 1.68 9.41 9.31 
8 Jasa dunia usaha 3.86 8.94 9.14 
9 Jasa sosial/masyarakat 2.49 7.47 7.84 
10 Lain-lain 4.39 9.13 9.03 
Jumlah  1.84 936/09 1.070.10 
Sumber : Bank Indonesia (data diolah) 
 
 Pada tabel pembiayaan 3.6 diatas menunjukan bahwa dari tahun 
2013 hingga tahun 2015, pembiayaan yang disalurkan ke sektor agrifish 
cenderung lebih rendah daripada sektor yang lainnya. Pada tahun 2013 
sektor agrifish menduduki peringkat kedua pembiayaan setelah sektor 
pertambangan memperoleh dana 1.15 yang mana jauh lebih rendah dari 
sektor perindustrian dan sektor yang lain. Di tahun 2014 sektor agrifish 
menduduki peringkat ketiga terendah setelah sektor jasa dan sektor 
pertambangan, dan pada tahun 2015 menduduki peringkat terndah ke 
empat daripada sektor lain 

































 Dari data yang penulis peroleh piutang pembiayaan yang 
disalurkan oleh bank BRI Syariah untuk sektor pertanian sebesar 370.904 
juta di tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 388.801 juta di tahun 
2016, dan 447.060 juta di tahun 2017 yang berarti sektor agrifish 
menempati peringkat ke 6 diantara sektor-sektor lainnya dalam 
penyaluran pembiayaan.  Pada tabel berikut yang menunjukan dari 
interval tahun 2015 hingga tahun 2017, BRI Syariah meningkatkan 
jumlah pembiayaanya secar signifikan. Namun data yang penulis peroleh 
adalah data laporan keuangan BRI Syariah secara nasional, karena data 
yang dimiliki oleh BRI Syariah KC Sidoarjo bersifat confidensial. 
 
Tabel 3.7 
Catatan atas Laporan Keuangan Piutang 
PT Bank BRI Syariah 
 
Sumber : Data Annual Report PT bank BRI Syariah peride 2017 
  

































 Dari hasil wawancara dengan marketing BRI Syariah bahwa 
alokasi ketimpangan pembiayaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya 
kemampuan sektor ini untuk mengembalikan pembiayaan.3  pihak BRI 
Syariah juga mengatakan banyak resiko yang perlu dipertimbangkan 
dalam penyaluran pembiayaan ke sektor agrifish terutama mengenai 
model pembayaran yang berbeda dengan sektor lain, karena pada usaha 
Agrifish pada umumnya hasil usaha dapat diperoleh dengan menunggu 
masa panen tiba yang tentunya bukan dalam selang waktu satu bulanan, 
melainkan lebih dari itu.4  
Pada laporan tahunan BRI Syariah menunjukan sektor agrifish 
menduduki peringkat tiga rincian piutang bermasalah (kolektibilitas 3, 4, 
5) dan total cadanga penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi, dimana 
pada tiga tahun terkhir sektor agrifish mengalami kenaikan cukup 
signifikan pada pembiayaan bermasalahnya. Di tahun 2015 total 
kolektibilitas BRI Syariah sebesar 19.113 juta, kemudian meningkat di 
tahun 2016 yaitu sebesar 29.396 juta, dan meningkat lagi pada tahun 












                                                          
3 Diyo, Wawancara, Sidoarjo, 10 November 2017 
4 Ibid, 10 November 2017, 

































Tabel 3.8  
Rincian piutang bermasalah (kolektibilitas 3, 4 dan 5) dan total cadangan 
kerugian penurunan nilai, berdasarkan sektor ekonomi 
 
Sumber : Annual Report BRI Syariah periode 2017 
 
 Hal lain yang menjadi pertimbangan pihak perbankan dalam 
menyalurkan pembiayaan adalah modal kerja awal, pada umumnya yang 
masyarakat ketahui bahwa syarat mengajukan pembiayaan adalah usaha 
tersebut harus mempunyai modal kerja atau usaha yang akan dibiayai 
tersebut telah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Namun berbeda  
dengan keadaan di lapangan yang mana para pelaku usaha agrifish banyak 
yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak 
perbankan. Hal itu disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengetahuan 
dalam pengelolaan keuangan, misalnya ketika masa panen para pelaku 
usaha agrifish tidak dapat mengoptimalkan hasil profit yang didapat. 
Adapun data tabel yang diperoleh merupakan data bank BRI Syariah 
secara nasional karena untuk data pembiayaan di bank BRI Syariah KC 
Sidoarjo bersifat confidensial sehingga tidak dapat disajikan.   
 Hingga saat ini model kerjasama pembiayaan yang disalurkan 
pihak bank BRI Syariah pada sektor agrifish adalah produk pembiayaan 

































KUR dan Mikro. Pembiayaan KUR merupakan program pembiayaan yang 
di gagas oleh pemerintah untuk masyrakat melalui bank BUMN dengan 
interval pembiayaan hingga 25 juta rupiah pembiayaan ini ada disetiap 
bank milik negara (bank BUMN). Pada pembiayaan KUR pihak bank BRI 
Syariah telah menyalurkan dananya sebesar 35% dari total pembiayaan 
sekitar 6 Miliyar. Sementara itu produk perbankan lainnya yang 
digunakan adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan 
program pembiayaan milik BRI Syariah. pembiayaan mikro sendiri dibagi 
menjadi 3 tingkatan yaitu mikro 25, mikro 75, dan mikro 200. kontribusi 
pembiayaan mikro BRI Syariah ke sektor agrifish yang dibawah interval 
25 dan mikro 75 juta berkisar 10%, sedangkan untuk mikro 200 juta 
penyaluran dana pembiayaannya berkisar 5% dibandingkan dengan 
pembiayaan pada sektor lain5. 
 Selain itu pihak BRI syariah juga menyalurkan dana untuk sektor 
agrifish dengan produknya yang bernama PMKR, dimana pada 
penerapannya pihak debitur dapat melakukan penarikan dan penurunan 
pokok pembiayaan secara berulang kali selama fasilitas jatuh tempo dan 
sepanjang masih terdapat sisa kelonggaran plafon. Pada pembiayaan ini 
tidak ada kewajiban pembayaran angsuran pokok oleh debitur selama 
pembiayaan belum jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan model usaha 
Agrifish yang notabennya keuntungan baru dapat dilihat setelah masa 
panen. 
 Kemudian dari  pihak bank BRI Syariah telah melakukan beberapa 
pembiayaan ke sektor agrafish dalam berbagai macam bidang misalnya 
pembiayaan yang disalurkan untuk rumah potong hewan (RPH), 
peternakan unggas, perikanan, penjualan rempah-rempah ke luar pulau 
jawa, dan pembelian kayu dari luar pulau untuk dikelola dipulau jawa 
dipasarkan ke dalam negri dan di Export, Usaha mendatangkan kayu dari 
                                                          
5 Diyo, wawancara, Sidoarjo, 10 November 2017 

































luar pulau tersebut dirasa sangat menguntungkan oleh pelaku usaha 
sehingga mendapatkan scala prioritas dalam pengajuan pembiayaan. 
 
C. Strategi Peningkatan Pembiayaan di Sektor Agrifish Sidoarjo 
 Dalam meningkatkan suatu pembiayaan tentunya memerlukan 
adanya strategi, strategi adalah suatu rencana yang disatukan untuk 
menghubungkan keunggulan suatu perusahan dari berbagai macam segi 
dan tantangan lingkungan sesuai keadaan yang dirancang untuk 
memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 
pelaksanaan yang tepat. Begitu pula yang dilakukan oleh pihak bank 
syariah dalam menangani pembiayaan ke sektor Agrifish. Dari hasil 
wawancara pembiayaan bermasalah untuk sektor agrifish hanya berkutat 
pada  Kolektibiitas 1 hingga 3.  menurut pihak BRI Syariah kemungkinan 
tingginya resiko yang ada pada penyaluran ke sektor Agrifish tidak boleh 
mempengaruhi penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut.  
 Ada beberapa pembiayaan yang sedang ditangani pihak BRI 
Syariah pada sektor agrifish dari hasil wilayah Sidoarjo dan luar pulau 
Jawa, yaitu dengan mendatangkan barang-barang dari luar pulau jawa. 
Sebagai contoh pihak BRI Syariah membiayai logging kayu bersar yang 
didatangkan dari pulau Kalimantan dan diproses menjadi kayu bangunan 
dan kerajinan di kabupaten Gresik kemudian didistribusikan untuk lokal 
dan ekspor. Kemudian pada subsektor perkebunan BRI Syariah bekerja-
sama dalam menyalurkan pembiayaan rempah-rempah yang didatangkan 
dari luar pulau untuk distribusi pulau Jawa (sebagai distributor).  
 Selain itu beberapa pembiayan sektor agrifish yang disalurkan 
bank BRI Syariah KC Sidoarjo yang lainnya adalah pada subsektor 
peternakan, yang mana bank BRI Syariah mendanai pembiayaan pada 
peternakan unggas di wiliyah Krian Sidoarjo,6  kemudian untuk sektor 
pertanian BRI Syariah KC Sidoarjo banyak membiayai di kecamatan 
                                                          
6 Via, manajer marketing, Sidoarjo, 6 Februari 2019 

































Wonoayu dan Prambon, serta perikanan yang berada di wilayah pesisir 
Sidoarjo seperti wilayah Buduran. Kemudian di wilayah Jombang dan 
Mojokerto yang terdapat KCP BRI Syariah di bawah naungan BRI 
Syariah KC Sidoarjo, juga telah menyalurkan pembiayaan ke sektor 
agrifish khususnya ke subsektor pertanian. 
 Menurut hasil wawacara dengan bu Via, di BRI Syariah KC 
Sidoarjo peringkat pertama pembiayaan ke sektor agrifish lebih banyak 
disalurkan ke subsektor peternakan. 7  Hal tersebut dikemukakannya 
karena di wilayah Sidoarjo proyeksi lingkungannya lebih ke sektor 
peternakan, karena tidak adanya hutan dan kebun. Kemudian untuk 
peringkat kedua ada di pertanian yang dari sumber wawancara dengan 
beliau juga mengatakan bahwa pertanian di beberapa wilayah sidoarjo 
masih produktif misalnya di sekitar Prambon, Tulangan, Sukodono. 
Peringkat ketiga ada pada subsektor perikanan yaitu disekitar wilayah 
Buduran, dan Gedangan bagian utara. Untuk subsektor yang terendah di 
Sidoarjo karena jarang didapati pelaku usahanya ada pada subsektor 
peternakan, dan Kehutanan. 
 Dari hasil wawancara beberapa strategi telah diterapkan untuk 
memajukan sektor Agrifish semisal dengan melakukan penyuluhan di 
wilayah yang terdapat sektor agrifish, contohnya di Sukodono. Pihak BRI 
Syariah KC Sidoarjo melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara 
kolektif ke masyarakat tani, disana pihak staf BRI Syariah mengenalkan 
produk-produk pembiayaan, serta menawarkan pembiayaan tersebut 
secara kolektif. Pada penerpannya BRI Syariah memberikan keringanan 
persyaratan pada saat penyuluhan dengan mengurangi persyaratan-
persyaratan yang ada di SOP penyaluran pembiayaan. Misalnya dengan 
meniadakan persyaratan laporan keuangan pihak debitur yang pada 
umumnya di perbankan syariah menjadi salah satu syarat yang penting. 
                                                          
7 Ibid, .. 

































 Dari hasil pernyataan yang terdapat diatas diketahui bank BRI 
Syariah justru semakin terbuka dan berusaha agar dapat memperbaiki 
suntikan dana yang diberikan ke sektor Agrifish tersebut. Dalam 
realasisasinya, pihak bank BRI Syariah hingga saat ini melakukan 
beberapa strategi untuk meminimalisir resiko gagal bayar antara lain : 
1. Memberikan pelatihan pada penggiat usaha di sektor Agrifish sesuai usaha 
yang dijalankan oleh debitur 
2. Melakukan kunjungan rutin pada nasabah debitur Agrifish 
3. Mengevaluasi hasil kerja pada sektor Agrifish sesuai hasil kunjungan 
4. Beberapa pembiayaan yang diajukan pihak debitur juga deberi persyaratan 
wajib memiliki usaha sampingan lainnya untuk menanggulangi bila terjadi 
gagal produksi8 
Strategi lain yang direncanakan oleh pihak bank BRI Syraiah adalah 
penambahan dana pada sektor Agrifish. Pihak BRI Syariah di masa yang 
akan datang berencana untuk menambahkan pembiayaan ke sektor agrifish 
agar sektor tersebut semakin meningkat dan dapat memberi kontribusi 
yang lebih baik lagi secara nasional.  
 
                                                          
8 Ibid, .. 


































ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH 
DALAM MENINGKATKAN POTENSI AGRIFISH DI 
SIDOARJO 
 
A. ANALISIS FAKTOR RENDAHNYA KONTRIBUSI BANK 
SYARIAH TERHADAP SEKTOR AGRIFISH DI SIDOARJO 
  Dewasa ini pembiayaan sangat dominan di mata 
masyarakat. Berbagai macam kebutuhan dari yang primer hingga 
tersier membuat kian antusias dalam melakukan transaksi. Hal ini 
tentu menjadi sasaran empuk dalam dunia perbankan. Perbankan 
dituntut membuat produk pembiayaan yang sesuai dengan  
kebutuhan setiap segmen-segmen ekonomi masyarakat. Sejarah 
pembiayaan di sektor pertanian telah berlangsung pada masa 
penjajahan Belanda, yaitu ketika dirintisnya pelayanan kredit usaha 
untuk petani dengan pendirian Lumbung Desa dan Bank Desa. 
Sektor Agrifish (pertanian) memiliki peran yang penting dalam 
kontribusi negara maupun dunia karena sumbangan PDB pertanian 
setiap tahunnya mengalami peningkatan.  
  Di indonesia sebagai negara berkembang terutama di pulau 
jawa pertanian menduduki posisi yang cukup starategis dan 
menjanjikan. Namun dari posisi yang cukup strategis tersebut 
Agrifish memiliki hambatan. Berbagai masalah yang dialami pihak 
usaha tani terutama pada masalah permodalan. Perlunya perubahan 
paradigma pengolahan di sektor Agrifish, yang khususnya pada 
sumber daya kapital sangat dibutuhkan guna memperbaiki sistem 
agribisnis agar para pelaku usaha dapat mengakses modal lebih 
mudah.  


































  Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara penyebab 
rendahnya pembiayaan perbankan syariah pada sektor agrifish adalah 
risiko pada pembiayaan pada masing-masing sub sektor yang cukup 
besar, misalnya saja resiko iklim seperti cuaca, resiko hama, resiko 
permodalan yang cukup besar diabandingkan dengan keuntungan 
yang diperoleh oleh pihak pelaku agrifish, keharusan memiliki 
gudang yang aman, harga hsail produk yang tidak dapat diprediksi 
setelah masa panen, hasil panen yang tidak sesuai harapan atau 
kriteria,  dan lain-lain. 
 Ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha di 
sektor Agrifish, baik kendala internal dan eksternal. Kendala internal 
sepeti: 
1. Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM di bidang 
pengelolahan keuangan rendah 
2. Keterbatasan dan kurangnya penguasaan teknologi 
3. Lemahnya struktur permodalan, keterbatasan keterbatasan 
akses sumber modal karena diasumsikan memiliki resiko yang 
tinggi dan tidak memiliki agunan 
4. Kurang mampu memperluas peluang usaha dan akses pasar. 
5. Rendahnya pengetahuan di bidang organisasi dan manajemen 
 
 Sedangkan kendala eksternal yang dialami antara lain: 
1. Kurangnya kepercayaan pihak penyalur keuangan pada 
kemampuan usaha agrifish 
2. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang 
kuat dar pihak usaha yg lebih besar 
3. Umumnya penyalur keuangan selalu melihat hasil kerja Bank 
yang mempunyai hasil kerja dengan data kinerja yg meningkat 
dalam perjalanan 2 tahun terakhir 


































4. Sarana dan prasarana Bank saat ini masih kurang memadai 
(belum terjangkau di tiap-tiap kecamatan) 
 
  Pembangunan pertanian Agrifish diarahkan untuk 
meningkatkan pendapatan pelaku tani melalui nilai tambah produk, 
produktivitas usaha tani, dan distribusi hasil pertanian. Untuk 
merealisasikan aspek tersebut diperlukan pendanaan dalam bentuk 
modal kerja. Pembiayaan pertanian selama ini dinilai kurang efektif 
karena margin yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadikan 
pelaku tani sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan 
pembiayaan antara pihak debitur dengan pihak kreditur, yang mana 
kedua belah pihak tidak bersinergi secara utuh. Masing-masing pihak 
bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda. Skema yang 
dilakukan oleh pihak bank lebih kepada sektor non pertanian.  
 
  Dari analisa peneliti pihak bank belum memberikan 
dukungan secara optimal untuk meningkatkan besaran penyaluran 
pembiayaan dan kemudahan memperoleh pembiayaan kepada sektor 
Agrifish, khususnya pelaku tani kecil. Pengalokasian pembiayaan 
yang timpang terjadi tidak hanya karena rendahnya kemampuan 
sektor ini dalam melakukan pengembalian pembiayaan namun juga 
keberpihakan yang rendah pada sektor agrifish.  
  Atas hal tersebut Konsep bagi hasil menjadi skema yang 
tepat sebagai solusi kegiatan ekonomi pembiayaan masyarakat 
pelaku usaha agrifish. Seperti produk pembiayaan yang digunakan  di 
bank BRI Syariah untuk permodalan kayu olahan (logging) yang 
menggunakan pembiayaan modal kerja revolving.  Apabila orientasi 
pembiayaan perbankan syariah berpihak pada sektor-sektor riil, 
alangkah lebih baiknya jika usaha di sektor Agrifish mendapatkan 
porsi lebih besar. Karena bank syariah memiliki peran yang cukup 


































strategis sebagai lembaga intermediasi antara dunia usaha ekonomi 
sektor riil (khususnya Agrifish) dengan pasar uang.  
  Pola pembiayaan syariah sangat prospektif untuk 
diimplementasikan pada sektor agrifish. Hal Ini sesuai dengan 
karakteristik dari perbankan syariah maupun sifat sektor dan pelaku 
usaha Agrifish yang saling bersinergi. Diantara karakteristik 
perbankan syariah yang dirasa cukup kondusif untuk sektor tersebut 
yaitu: 
1. Spirit pembiayaan syariah yang sesuai dengan bisnis pertanian 
2. Komitmen yang kuat pada pembiayaan UMKM 
3. Nilai FDR yang relatif tinggi 
4. Sifat Usaha Universal 
Penyaluran dana pihak bank BRI Syariah di tahun 2017 
meencapai 18.421 Miliar rupiah, yang terdiri dari 10.457 miliar piutang 
Murabahah, 4 Miliar dari piutang Istishna’, dan pinjaman Qardh sebesar 524 
miliar, kemudian pembiayaan Mudharabah sebesar 841 miliar, dan 
pembiayaan musyarakah sebesar 5.448 miliar. Dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya jumlah penyaluran daa bank mengalami peningkatan sebesar 
5,01% atau 878 miliar, dimana pada tahun 2016 jumlah dana yang berhasil 
disalurkan oleh pihak BRI Syariah mencapai 17.543 miliar. Sehingga dalam 
penyaluran pembiayaan BRI Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup 
signifikan. Berikut adalah gambar diagram batang yang menunjukan 
pertumbuhan kinerja produk pembiyaan BRI Syariah 2015-2017 secara 
nasional. Namun pada diagram penulis tidak dapat menyajika informasi 
mengenai kinerja produk pembiayaan BRI Syariah Sidoarjo secara khusus 
karena data yang bersifat rahasia dan confidensial sehingga data yang 








































Kinerja Pembiayaan PT Bank BRI Syariah 
Sumber : BRI Syariah Annual Report 2017 
 
 Sementara kinerja piutang PT bank BRI Syariah tahun 2017 relatif 
stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 10.506 miliar di tahun 2016 
menjadi 10.461 miliar di tahun 2017. Berdasarkan sektor ekonomi, 
penyaluran piutang tahun 2017 didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 
3.486 miliar. Sementara itu untuk pertanian dari tahun 2016 BRI Syariah 
menyalurkan dananya sebesar 3,6% dan di tahun 2017 selanjutnya 
meningkat menjadi 4,1% yang dapat kita lihat pada diagram lingkaran 
dibawah ini. Namun untuk memperjelas data diagram yang disajikan oleh 
penulis adalah data PT bank BRI Syariah secara nasional, penulis tidak 
menyajikan data diagram bank BRI Syariah KC Sidoarjo karena data 
tersebut bersifat confidensial sehingga data yang disajikan adalah data BRI 
nasional. 





































Persentase penyaluran piutang pembiayaan  
PT BRI Syariah Tahun 2016-2017 
Sumber : BRI Syariah annual report 
 Dari beberapa data diatas dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah  
 
B. STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN 
KONTRIBUSINYA KE SEKTOR AGRIFISH DI SIDOARJO 
  Tidak dipungkiri bahwa peranan bank syariah dalam 
membiayai sektor agrifish akan menghadapi beberapa tantangan 
dalam penerapannya. Tantangan yang dihadapi dapat dari internal 
maupun eksternal. Dari yang dapat kita ketahui sektor agrifish yang 
notabennya penuh resiko karena bergantung pada iklim dan alam 
akan membuat pihak-pihak yang ingin berinvestasi sangat hati-hati 
dalam mendanai sektor ini. Usaha Agrifish yang pada umumnya 
kecil-kecil dan tersebar juga memerlukan ketelatenan agar beban 
biaya per unit pihak pelaku ekonominya dalam menggarap sektor ini 


































tidak membengkak. Sedangkan tantangan eksternal lebih banyak 
mengenai keadaan lembaga pembiayaan syariah, sumber daya 
manusia, serta sosialisasinya. Sebagai lembaga intermediasi yang 
relatif baru, pangsa pasar dan jumlah kantor lembaga pembiayaan 
syariah masih belum seberapa besar, yang akibatnya akan 
mempengaruhi kemampuan serta skala prioritas dalam pembiayaan 
yang dilakukan. 
 Kemudian dari aspek sumber daya manusia juga masih perlu 
dibenahi karena hal ini akan memudahkan implementasi pembiayaan 
tersebut. selain itu masih jarang atau sedikit sosialisasi mengenai 
produk pembiayaan, visi dan misinya yang ditawarkan juga menjadi 
hambatan perkembangan model pembiayaan disektor ini. Yang 
menjadi tantangan cukup serius  dalam penerapan operasional 
pembiayaan usaha di perbankan syariah yaitu adanya perbedaan 
antara aturan syariah dengan aturan yang berlaku dengan hukum 
positif menimbulkan kesan yang negatif dari kalangan masyarakat 
luas. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa label-label islam yang 
melekat dalam nama bank dan produk-produknya dianggap sebagai 
suatu strategi untuk membangkitkan emosi keagamaan umat islam 
yang dalam realisasi praktiknya agak tidak berbeda dari bank 
konvensional.1  
Sebagai lembaga intermediasi yang berasaskan kepada 
syariah islam, perbankan syariah dalam pelaksanaan operasionalnya 
wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Bank islam yang merupakan 
bank komersial yang juga bagian dari integral dari sistem perbankan 
di Indonesia harus tunduk pada hukum atau aturan-aturan yang 
ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.2 
                                                          
1 Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 31. 
2 Akhmad Mujahiddin, “Penguatan Usaha Ekonomi Umat Melalui Perbankan Syariah”, Makalah 
disampaikan pada Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10, Banjarmasin, 1-4 
November 2010 


































Pada dasarnya persepsi positif dari pihak perbankan syariah 
sebagai lembaga penyalur pembiayaan terhadap sektor agrifish akan 
mempengaruhi pihak perbankan dalam pemberian alokasi 
pembiayaan yang mumpuni pada sektor agrifish ataupun sebaliknya. 
Pada bagian lain persepsi dan pengetahuan pelaku usaha agrifish 
terhadap perbankan syariah juga akan menentukan perilaku para 
pelaku usaha Agrifish. Ada beberapa dugaan yang menyebabkan 
kelambanan pertumbuhan perbankan syariah saat ini, salah satu 
diantaranya adalah penerapan prinsip kehati-hatian (prudential) pada 
bank syariah yang sama yang juga diterapkan pada bank 
konvensional. Padahal, bank syariah pada prinsipnya harus bersedia 
menanggung resiko yang tinggi karena mengandalkan akad bagi 
hasil.3 
Dari uraian-uraian diatas maka ditemukan faktor strategi 
internal, yaitu : 
1. Perbankan syraiah berperan cukup besar dalam pembangunan 
ekonomi 
2. Pembiayaan syariah sesuai jika diterapkan di usaha agrifish 
3. Profit yang cukup tinggi dari bank syariah 
4. Letak kantor, atau cabang bank syariah yang masih berpusat 
pada kota-kota besar yang jauh dari lokasi usaha sektor agrifish 
5. Masih belum banyak usaha di sektor agrifish yang melakukan 
pembiayaan di perbankan syariah 
6. Usaha di sektor agrifish yang berskala kecil pada umumnya 
banyak yang belum memiliki bandan hukum 
7. Masih rendahnya kepercayaan oihak bank syariah dalam 
menyalurkan pembiayaan ke sektor agrifish karena mengingat 
resiko kerugian yang lebih besar daripada usaha di sektor lain 
                                                          
3 Muhammad Asaad, “Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha 
Pertanian”, MIQOT, Vol. XXXV No. 1 (Januari-Juni 2011), 125. 


































Sedangkan faktor eksternal yang juga perlu dipertimbangkan 
adalah : 
1. Banyaknya variasi produk pembiayaan perbankan syariah yang 
sesuai untuk usaha Agrifish 
2. Tanggapan dari masyarakat mengenai bank syariah yang sangat 
besar 
3. Peluang pasar bank syariah yang lebih luas daripada peluang 
pasar bank konvensional 
4. Bank syariah yang memiliki fungsi intermediasi yang lebih baik 
sehingga dianggap mampu mejembatani sektor riil 
5. Banyak masyarakat yang belum tepat dalam memahami bank 
syariah 
6. Sumber daya manusia yang ahli pada perbankan syariah masih 
sedikit 
7. Pembiayaan sektor agrifish belum sepenuhnya mendapat 
dukungan untuk jumlah yang sesuai dengan kebutuhan 
Dari faktor-faktor diatas, pada penerapannya |pihak BRI Syariah 
KC Sidoarjo telah menerapkan strategi yang dapat meningkatkan 
penyaluran pembiayaan ke sektor agrifish sesuai dari hasil wawancara 
dengan pihak BRI Syariah Sidoarjo yaitu dengan melakukan penyuluhan 
ke desa-desa atau wilayah usaha sektor agrifish. Pada wilayah Sidoarjo 
ini pihak BRI Syariah telah bekerja sama dengan perangkata desa untuk 
melakukan penyuluhan yang mana perangkat desa mengumpulkan 
kelompok tani kemudian pihak BRI Syariah memberikan promosi yang 
menarik agar para petani atau pelaku usaha agrifish melakukan 
pembiayaan.  
Selain itu pihak BRI Syariah juga meringankan persyaratan 
pembiayaan untuk para pelaku tani yang mana pada salah satu syarat 
pembiayaan di BRI Syariah harus menyertakan laporan keuangan, namun 
untuk pihak pelaku agrifish hal tersebut tidak diwajibkan. Kemudian 


































setelah penyuluhan dilaksanakan pihak BRI Syariah tetap memantau dan 
melakukan kunjungan atau survey ke pelaku usaha tani.  
Penerapan srtrategi yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah 
sesuai dengan teori pemasaran mengenai mempromosikan dan 
mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Selain itu juga 
survei atau kunjungan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah ke debitur 
agrifish juga sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada teori 
pembiayaan syariah.  
Adapun kekurangan pada pihak BRI Syariah adalah minimnya 
kantor perwakilan, yang mana hingga saat ini para debitur agrifish BRI 
Syariah KC Sidoarjo harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk 
melakukan pembayaran sebagai contoh BRI Syariah KC Sidoarjo pernah 
melakukan pembiayaan ke subsektor peternakan di Sidoarjo wilayah 
kecamatan Wonoayu dan Krian, yang mana jarak antara kantor 
perwakilan dan wilayah usaha tani dapat dikatakan cukup jauh. Adapun 
kantor Perwakilan Cabang Pembantu yang ada di daerah Sidoarjo adalah 
KCP Sepanjang yang mana jarak dengan wilayah Krian dan Wonoayu 
juga dapat dikatakan jauh. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi BRI 
Syariah KC Sidoarjo dalam penerapan pembiayaan ke sektor Agrifish. 
 dari analisa penulis mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya 
kontribusi perbankan syariah di sektor agrifish, dan penerapan strategi 
maka beberapa strategi yang cocok untuk diterapkan dalam 
meningkatkan pembiayaan ke sektor tersebut adalah : 
1. Memperluas area cakupan bank syariah ke sektor Agrifish 
dengan memperbanyak kantor-kantor di dekat wilayah sektor 
agrifish 
2. Mengkaji dan memberi skema pembiayaan yang terbaik yang 
sesuai dengan sektor Agrifish 


































3. Memasarkan produk pembiayaan bank syariah kepada usaha 
sektor Agrifish terutama pada subsektor yang memiliki prospek 
yang cukup besar 
4. Meningkatkan penyaluran dana pembiayaan yang semula masih 
rendah daripada sektor lain  
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberi 
pelatihan-pelatihan untuk meminimalisir resiko gagal bayar 










































1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi bank 
syariah dalam menyalurkan pembiayaannya, yaitu: pelaku usaha 
Agrifish mengelola usaha taninya tidak maksimal dan profeisonal 
dikarenakan, lemahnya pengetahuan sumber daya manusia dalam 
menata usahanya dengan baik, juga karena kurangnya peran 
pemerintah dalam usaha pertanian; Pelaku usaha agrifish yang sulit 
dalam mendapatkan legalitas usahanya yang mengakibatkan 
kurangnya persyaratan yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga 
pihak perbankan sulit untuk memberi kepercayaan pembiayaan 
syariah; masih lemahnya sosialisai dan promosi yang dilakukan pihak 
perbankan pada pelaku sektor agrifish karena lokasi kantor 
perwakilan bank syariah yang belum memasuki wilayah usaha sektor 
agrifish (masih berkutat di kota-kota besar), dan petani sulit untuk 
menerima perubahan. 
2. Peranan pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan usaha 
pertanian dapat dilakukan dengan strategi : Mengembangkan kantor-
kantor perwakilan bank syariah di dekat ssktor usaha agrifish; 
meningkatkan porsi pembiayaan syariah lebih besar ke sektor 
agrifish; melakukan sosialisasi dan pemasaran produk pembiayaan 
yang sesuai untuk sektor agrifish ke para pelaku usaha agrifish; 
memberikan pembiayaan dan pendampingan secara penuh agar 
potensi kegagalan panen dapat diminimalisir. 
 
 


































 Dalam penelitian ini penulis menyampaikan saran sehubungan dari hasil 
penelitian yang telah dilkukan ialah sebagai berikut : 
 Bagi peneliti akademisi selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai rujukan. Karena penelitian ini masih banyak keterbatasan 
yaitu mengenai dampak yang terjadi setelah pembiayaan diberikan oleh pihak 
bank syariah ke pihak pelaku usaha sektor agrifish, dan mengenai masukan data 
yang kurang panjang intervalnya dan data-data yang masih sulit untuk 
didapatkan. Peneliti selanjutnya juga diharap mengkaji komponen lain selain 
mengenai peran bank syariah, misalkan dari faktor dan strategi, serta segi skema 
yang digunakan pada pembiayaan sektor agrifish.. 
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